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ABSTRAK

Dalam hubungannya dengan delik pengulangan, ballaadaa arti
pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sod#ad)yang lainnya dalam
arti hukum pidana positif. Masalah yang muncul adalapakah yang
melatarbelakangi pembentuk KUHP memberi penambabi@ hukuman
karena pengulangan tindak kejahataecidive dalam Pasal 486 KUHP?
Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pehamida3 hukuman
karena pengulangan tindak kejahatacidive)?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitirary research
Sebagai data sekunder yaaltTasyri' al-Jinaiy oleh Abd al-Qadir Audah;
al-Umm oleh Imam Syafi'i;Asas-Asas Hukum Pidana Islaoleh Ahmad
Hanafi; Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlusn&ah oleh
Haliman dengan demikian data sekunder, yaitu tilergang relevan dengan
judul di atas. Untuk menganalisis data yang tetkumpul, maka peneliti
menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa latar &etakembentuk
KUHP memberi penambahan 1/3 hukuman karena pergadarindak
kejahatan recidive dalam Pasal 486 KUHP ialah karena yang mengulangi
lagi tindak pidana maka orang yang demikian ituaielmembuktikan
mempunyai akhlak/tabiat yang buruk dan oleh sehalianggap merupakan
bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudahi giéringatan berupa
pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insafigap dirinya dan kembali
ke jalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undamgmberikan
kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidasag ylebih berat
kepadanya. Dengan meldan tndak pidana kedua kalya, dnilai bahwa
yang besangkutan tidak mengindakan peringata negara tersebut,
menunjukkan bahwa org itu benar-benar mempyai perangai yag sangat
buruk, yang tidak cukup peringatadengan mempida sebagaima yang
diancankan pada tindak pidana yang bersangkutan. Dengan demikian ratio
dasar pmberatan pidaa pada pegulangan i ialah terletak pada 3 (tiga)
faktor, ialah: a. Faktor lebih dari satu kali mellkén tindak pidea; b. Faktor
telah dijatihkan pidana terhadap si pembuat oleh negara kérefek pidaa
yang pertamadan c. Pidana itu telah dijalankannya pada yaagsangkuta.
Pandangan Hukum Islam terhadap penambahan 1/3 lamkukarena
pengulangan tindak kejahataedidive) sebagai berikut: dalam hukum pidana
Islam, pengulangafarimah sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah
Saw. Pemberatan hukuman terhadap pengulanganpat daemukan dalam
hadis: pertama hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdultan
Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhamaniin al-Munkadir dari
Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Imam Abu Daudedug hadis yang
diriwayatkan dari Sa'id bin Sulaiman dari HusyaimridMuhammad bin
Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimaari Abu Hurairah,
hadis riwayat Imam at-Tirmizi.
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara

"ius punalé dan "ius puniendl'. Terjemahan istilah " ius
punale' adalah hukum pidana, sedang ‘fus puniendl
adalah hak memidana, dalam bahasa latinjus mungkin
diartikan sebagai hukum maupun hak. Pembedaan lain
yaitu antara hukum pidana substantif/materiel dan rukum
pidana ajektif/formal yang berintikan " ius puniendl'.
Ditinjau dari satu segi, hukum pidana substantif/maeriel
dapat disebut hukum delik. Kata delik asalnya bahaa latin
"delictum' yang artinya " falen" (Belanda) atau gagal
karena kesalahan dan memang ketentuan hukum pidana
itu berupa perumusan sikap tindak yang salah (karem
gagal mematuhi/melaksanakan yang baik atau benar)Di

samping "delictum’' dalam bahasa latin dikenal pengertian

Crimen yang berarti "misdaad dan dapat diterjemahkan
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dengan penyelewengan. Dari kata Crimen" itulah kita
mengenal "Criminal Law" dalam bahasa hukum Anglo
Saxon'

Dari segi lain hukum pidana substantif/material dagat
dianggap sebagai hukum $anctie¢'. Sanctie (Belanda) dari
kata latin " Sanctumi yang arti asalnya ialah "bevestigen
bekrachtiging’ (Belanda) atau penegasan yang dapat
bersifat positif dalam bentuk hadiah/anugerah atauwbersifat
negatif dan berupa hukuman termasuk pidana sebagai
penderitaan yang diancamkan terhadap dia/mereka yag
memenuhi perumusan delik dalam ketentuan hukum
pidana. Berdasarkan ungkapan di atas maka hukum
pidana substantiffmateriel dapat dirumuskan sebagai
Hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman
pidana. Adapun hukum pidana ajektif/formal atau hukum
acara pidana yang berintikan "ius puniendl’ sebagai
sarana realisasi hukum pidana "substantif/materieladalah:

Hukum yang menyangkut cara laksana penguasa meninéta

Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983, him. 9.
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warga yang didakwa bertanggung jawab atas suatu diéd
Dalam hubungannya dengan delik pengulangan,
bahwa ada dua arti pengulangan, yang satu menurut
masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hkum
pidana positif. Menurut arti yang pertama, masyarakat
menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana
menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana
lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikanysarat-
syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum
pidana positif, yang merupakan dasar pemberat pidaa ini,
tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan
tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarattertentu

yang ditetapkan undang-undang’

Dengan kata lain,recidiveitu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana
karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwaidana yang berdiri
sendiri mengulangi kesalahannyaRecidivemerupakan hal yang
memberatkan pidana grond van strafverzwaring Dalam hukum positif,

ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidaa pokok. Adapun

2 -
Ibid., him. 9.
3Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2002, him. 80
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yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidaadalam halrecidive
ialah orang yang demikian itu telah membuktikan menpunyai akhlak/tabiat
yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan baaya besar bagi
masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan beupa pidana, namun
tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan
yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberi&n kelonggaran
kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih beat kepadanya.
Bentuk ini (recidive bila dibandingkan dengansamenloopmempunyai
persamaan dan perbedaan. Persamaannya, baik pagamenloopmaupun
recidiveterjadi apabila seseorang melakukan beberapa petisva pidana.
Perbedaannya, dalam hakamenloopdi antara peristiwa pidana yang satu
dengan yang lain, tidak terselang oleh suatu kepusan hakim, sedang pada
recidivedi antara peristiwa pidana yang satu dengan yanain, sudah ada

keputusan hakim yang berupa pidand’

Dengan demikiansamenloop(gabungan hukuman/gabungan perbuatan)
dapat terjadi manakala terdapat gabunganjarimah. Gabunganjarimah
terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macaprimah, di mana
masing-masingjarimah tersebut belum mendapat keputusan terakhir’

Gabungan hukuman/perbuatan itu dalam hukum positifmerupakan ajaran

“Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad,Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983, him. 62
°A. Hanafi,Asas-Asas Hukum Pidana Islafdakarta: PT Bulan Bintang, 1986, him 326.
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concursusatau samenloopyang menurut E. Utrecht yaitu satu orang

melakukan beberapa peristiwa pidang

Adapun pengertian pengulangan &l-'audu) dalam istilah hukum positif
adalah dikerjakannya suatujarimah oleh seseorang, setelah ia melakukan
jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Perktaan
pengulangan mengandung arti terjadinya suatyarimah beberapa kali dari
satu orang yang dalamarimah sebelumnya telah mendapat keputusan

terakhir. ’

Pengulanganjarimah oleh seseorang, setelah dalajarimah yang sebelumnya
mendapat hukuman melalui keputusan terakhir, menunpkkan sifat
membandel dan tidak mempannya hukuman yang pertameaDleh karena itu,
sudah sewajarnya apabila timbul kecenderungan untuknemperberat
hukuman-hukuman atas pengulangararimah. Kecenderungan ini pada
masa-masa yang lalu, ditentang oleh beberapa sarjarhukum positif. Akan
tetapi, pada masa sekarang tidak ada orang yang bleeberatan untuk

memperberat hukuman tersebut®

Mengenai penambahan hukuman karena pengulangan, tak ada
keseragaman bagi semugarimah. Sebaliknya hukum pidana Indonesia
dapat dikatakan mengenal aturan umum tentang penaméhan hukuman

atau pengulangan kejahatan. Beberapa ketentuan yargerkaitan atau

®E. Utrecht,Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana, IBurabaya: Pustaka Tinta Mas,
1994, him. 137. Lihat pula Jonkefddandbook van Het Nederlandsch-Indische Strafretdn.
Tim Penerjemah Bina Aksara, "Hukum Pidana HindigaBéa", Jakarta PT Bina Aksara, 1987,
him. 2005
"Ahmad Hanafi, op.cit, him. 324.
®bid
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berhubungan dengan pengulanganrécidive mempunyai ketentuan yang
diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang+t$lang Hukum Pidana
yang berisi penyebutan beberapa macam kejahatan ygrmenimbulkan

pengulangan.

Adapun syarat yang diperlukan untuk terwujudnya pengulangan tersebut

adalah sebagai berikut.

1. Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagia hukuman
penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukumaiitu. Kurungan
preventif, tetap dapat menimbulkan pengulangan kejaatan. Begitu
pula apabila terhukum tidak menjalani hukuman dan tidak pula
dibebaskan, asal hak untuk melaksanakan hukuman bem habis.

2. Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahur.

Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan, sebagaimamdisebutkan
dalam Pasal 486 KUHP adalah hukuman yang ditetapkanntuk tindak
pidana yang bersangkutan, ditambah sepertiganya, bla hukuman penjara

maupun denda. Bunyi lengkap Pasal 486 KUHP:

Pasal 486. Pidana penjara yang ditentukan dalam pat127, 204
ayat pertama, 244 - 248, 253 — 260 bis, 263, 2686268, 274, 362,
363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayatgama dan
kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedualan ketiga
pasal 365, pasal 369, 372/374, 375, 378, 380, 3883; 385 - 388,
397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat pengsaah 452, 466,
480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktiertentu
yang dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365yat keempat
dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepaal ayat
keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertigé&a yang

°Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figih Jinayafiakarta:
Sinar Grafika, 2004, him. 165
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bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat Ina tahun,
sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian darpidana
penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salh satu
kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal ini, @mupun
karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam &h satu
dari pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-undgrHukum
Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginyaama sekali
telah dihapuskan kwijtgescholden atau jika pada waktu
melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidangersebut
belum daluwarsa’®

Dalam hukum pidana Islam, pengulangarjarimah sudah dikenal bahkan
sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman teddap pengulangan
ini dapat ditemukan dalam hadis, yaitu apabila teradi pencurian yang

kelima kalinya. Lengkapnya hadis tersebut adalah d®agai berikut.

-
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin
Abdullah bin Ubaid bin 'Agil dari Mus'ab bin Tsabit
dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin
Abdullah, ia berkata: Seorang pencuri telah dibawake
hadapan Rasulullah saw. maka Rasulullah Saw
bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya
Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan:

%Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum PidanaJakarta: Bumi Aksara, him. 174.
YAl-lmam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Azdi S§istani, hadis No. 1120 dalam
CD programMausu'ah Hadis al-Syarifl991-1997, VCR I, Global Islamic Software Comypan
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Potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian
ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu Nabi
mengatakan: Bunuhlah ia. Kemudian disebutkan sepert
tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya maka Nabi
menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi
untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti
tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu
Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. (HR. Abu Daud).
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'idbin
Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-
Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu
Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: jka
dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jila
dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah
kakinya; Kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga
kali), maka potonglah tangan kirinya, kemudian jika dia
mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah Kki
kirinya (HR. at-Tirmizi).

Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudah gelaskan dalam
hadis di atas, namun tidak ada keterangan yang meajaskan tentang
persyaratan dan lain-lainnya. Demikian juga para fugaha tidak membahas
mengenai persyaratan ini. Mereka mungkin menganggapal itu sebagai

siyasah syar'iyahatau kebijakan penguasa yang rinciannya harus diair dan

ditetapkan oleh penguasa negara ataulil amri.*®

2Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, lsado. 1140 dalam CD program
Mausu'ah Hadis al-Syarifl991-1997, VCR I, Global Islamic Software Compan
BAhmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figih Jinayaiakarta:
Sinar Grafika, 2004, him.165.
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Adapun yang dapat dipermasalahkan dalam Pasal 486 BHP yaitu apakah
pemberatan pidana untuk pengulangan itu sudah waja? Masalah lainnya
yang ada hubungannya dengan pengulangan ialah mengg penentuan
jangka waktu lima tahun tersebut. Sedangkan Pasall® KUHP hanya
menentukan dua tahun. Apakah untuk Pasal-Pasal irsetelah lewat dua

tahun tersebut, tidak lagi dipandang sebagai tabiafahat?

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis emilih tema ini
dengan judul: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penambahan 1/3
Hukuman Karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Recidi) dalam Pasal 486

KUHP

Perumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang sebelumnya, mgitag menjadi
perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah perumusan Pasal 486 KUHP dalamberi
penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tingkzikaiten ecidive
dalam Pasal 486 KUHP?

2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pehamba/3

hukuman karena pengulangan tindak kejahatidive?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ohalah
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Untuk mengetahui sejarah perumusan Pasal 486 KUalBmd memberi
penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tingkzikaiten ecidive
dalam Pasal 486 KUHP

Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Hukum Istarhadap

penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tingkthakan (ecidive

Telaah Pustaka

Sepanjang penelitian penulis terhadap beberapdifmmeebelumnya,
penulis hanya menemukan beberapa skripsi yangrjyduhenyangkut tindak
pidana atayarimah. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

Pertama skripsi yang disusun oleh Miftahul Faizin (NIMAZ211010
IAIN Walisongo) dengan juduiukumQisasdalam Perspektif Al-Qur'an dan
Bibel. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa lataaksstg adanya hukum
gisasdalam al-Qur'an adalah karena hukqgisas merupakan bentuk koreksi
hukum jahiliyah yang diskriminatif, selain itu jugarena adanya hukum
alternatif, yaitugisas diyat atau maaf, adanya keringanan dan kemudaéran
Allah tentang penerapan hukugisas Latar belakang lain yaitu pertama,
adanya sistem rekonsiliasi dalam proses pemidaaatar para pihak yang
bersangkutan (korban atau wali dan pelaku), datpsas akan terjamin
kelangsungan hidup. Hukurgisas bukanlah hukum mutlak sebagaimana
bunyi nas, melainkan sebagai sebuah hukum yang daggamin kebutuhan
masyarakat akan keadilan.

Dalam perspektif Bibel bahwa tidak ada yang namdnyaim balas,

jika ada orang membunuh maka tidak boleh dibalag@® membunuh lagi.
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Mereka berdalil kepada ayat yang tercantum di Mpltius yang menegaskan
bahwa "apabila seseorang hendak menampar pipi kananaka jangan
membalas dengan menampar, melainkan berilah pipg yari". Dengan
begitu diharapkan pihak yang menampar akan sadartidak mengulangi
perbuatannya, sehingga ia bisa menjadi orang yairkg balam konteks ini,
tampaknya Injil menutup mata terhadap persoalaahlégn dan melarang
membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sampinghéwajibkan kepada
wali si terbunuh untuk memaafkan. Ini berarti mélkhn hak si pembunuh
dan mengurangi hak si terbunuh, kebalikan dari &aur

Keduag skripsi yang disusun oleh Choirun Nizar AlqodéNIM:
2102247 IAIN Walisongo) dengan jud@tudi Analisis Pendapat Syafi'i
Tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghair Muhdvienurut Syafi'i,
setiap pezinaghair muhsan harus dikenakan pengasingan di samping
hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempum@ideka maupun hamba.
Pendapat Imam al-Syafi'i berbeda dengan pendapatHsmnifah dan Malik.
Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, tidak g@&@gasingan bagi
pezina ghair muhsan Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya
dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikemakerhadap pezina
perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh abAu Malik juga
berpendapat tidak ada pengasingan bagi haBbéld.yang digunakan Syafi'i
adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamahy#ailbn Khalaf, dari
Bisyr ibn al-Mufaddhal, dari Yahya ibn "Ummarah idabu Sa'id al-Khudri

dari Turmudazi.
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Ketiga skripsi yang disusun oleh Saiful Mujahidin (NI#42211029
IAIN Walisongo) dengan judulAnalisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal
NO. 76/PID.B/2007/PN.Kdl tentang Tindak Pidana Kmsu Anggaran
Pembelanjaan Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Dalaenspektif Hukum
Islam”. Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan o#dinn Pengadilan
Negeri Kendal maka dapat dikatakan tidak sesuagateraturan. Demikian
pula jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan malkagpat dikatakan kurang
sesuai dengan semangat dan keinginan bangsa lm@onmesmberantas
korupsi. Dikatakan tidak sesuai karena hukumanrgialti ringan atau
singkat. Padahal dalam Pasal 2 ayat (l) jo pasadUdéang-undang No. 31
tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidangkicsebagaimana yang
telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undangONehun 2001 sudah
disebutkan dengan jelas bahwa pidana penjara 4agt@hun itu merupakan
hukuman yang ringan, sedangkan yang berat yaithilapaakim Pengadilan
Negeri Kendal menjatuhkan pidana mati. Hal ini gglimana ditegaskan
dalam ayat Pasal 2 ayat (2) tentang Pemberantasa@aKklPidana Korupsi
sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah deggdang-undang No.20
tahun 2001

Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi daimabah mempunyai
kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Rarbedhtara keduanya
hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar ituugsr kurang tepat jika
dipersamakan dengan pencurian, melainkan lebiit tapauk dalam jarimah

hirabah Di samping itu ancaman hukuhirabah itu lebih berat daripada
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pencurian, sedangkan korupsi sudah sepantasnyaniankya lebih berat dari
pencurian. Atas dasar itu makstinbath hukum yang digunakan untuk
menempatkan korupsi sebagai jarintarabah adalah dasarnya yaitiyas
Karena antara jarimah korupsi ddmrabah memiliki kesamaan yaitu
merampas harta yang bukan miliknya dengan dampag sangat besar dan
dampaknya sama antaharabah dengan korupsi yaitu sangat meresahkan
kehidupan masyarakat dan negara.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan balpeaelitian
terdahulu berbeda dengan saat ini karena peneliteaadahulu belum
mengungkapkan persoalan tentang penambahan 1/3 mhonkukarena

pengulangan tindak kejahataegidivig dalam Pasal 486 KUHP.

Metode Penelitian

A. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakan
(Library Research)yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap
sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifa kualitatif.
SedangkanLibrary Researchmenurut Sutrisno Hadi, adalah suatu
riset kepustakaan atau penelitian murni** Dalam penelitan ini
dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertlis seperti

buku, majalah, dan lain-lain.

Sutrisno Hadi, Metodologi Researchlilid |, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas
Psikologi, UGM, 1981, him. 9.
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B. Sumber Data

Sumber datd® yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
sumber sekunder yaitu berupa Kitabal-Tasyri' al-Jinaiy oleh Abd al-
Qadir Audah; al-Umm oleh Imam Syafi'i; Asas-Asas Hukum Pidana
Islam oleh Ahmad Hanafi; Hukum Pidana Syari‘at Islam Menurut

Ajaran Ahlus Sunnaholeh Haliman.

Adapun yang dimaksud data sekunder, yaitu data yang
diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperolér oleh peneliti dari
subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh darisejumlah literature
yang relevan atau berkaitan baik langsung maupun tdak langsung
yang membahas tentang penambahan 1/3 hukuman karena
pengulangan tindak kejahatan (ecidive dalam Pasal 486 KUHP

ditinjau dari sudut hukum pidana Islam.

C. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, makaenulis akan
menggunakan metodaleskriptif analisis yaitu cara penulisan dengan
mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwdan kondisi
aktual di masa sekarang'® Skripsi ini merupakan studi analisis

terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangatindak

*Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adah subjek dari mana data dapat
diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek
Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, him. 107.

'®Tim Penulis Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Pedoman Penulisan SkripsSemarang:
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, him. 17.
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kejahatan (recidive) dalam Pasal 486 KUHP ditinjau dari sudut

hukum pidana Islam.

Berdasarkan hal itu, aplikasi metode ini adalah degan
mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulan tertuju pada
usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap a@tilam aspek
yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinygaitu
penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kahatan
(recidive dalam Pasal 486 KUHP ditinjau dari sudut hukum pdana

Islam.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalama libab dan
diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:
Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akaripaparkan tentang
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peglitian, telaah pustaka,

metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua berisi pengulanganarimah dalam hukum pidana Islam yang
meliputi pengertian pengulanganjarimah, klasifikasi jarimah, tujuan

hukuman dalam pengulanganarimah

Bab ketiga berisi pengulangan tindak pidanarecidive dalam KUHP yang
meliputi klasifikasi tindak pidana, pengulangan tindak pidana (recidive
dalam KUHP, pertimbangan hukum dalam penambahan 1/ ukuman

karena pengulangan tindak kejahatan dalam pasal 48BUHP.
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Bab keempat berisi analisis hukum pidana Islam terbidap penambahan 1/3
hukuman karena mengulangi tindak kejahatan yang meputi analisis
terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangatindak kejahatan
dalam pasal 486 KUHP, analisis pandangan Hukum Ista terhadap
penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kehatan dalam

pasal 486 KUHP.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruharrangkaian

pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulardan saran-saran.
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BAB I1

PENGULANGAN JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pengulangan Jarimah

Kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum
positif sebagai "tindak pidana" atau pelanggarasaid hukum positif, kata
"tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilalahdsa Belanda
"straafbaarfeit, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak
menjelaskan secara rinci mengenatrdafbaarfeit.!’ Perkataan féit’ itu
sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagainstiatu kenyataan” atau
“een gedeelte van de werkelijkheidsedang“strafbaar” berarti “dapat
dihukum”, hingga secara harafiah perkatadatrafbaar feit” itu dapat
diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataag dapat dihukum”,
yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karelzk ledxan diketahui bahwa
yang dapat dihnukum itu sebenarnya adalah manusegaepribadi dan bukan
kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pemkemdang-undang
tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai dpena®ya yang ia
maksud dengan perkatagstrafbaar feit”, maka timbullah di dalam doktrin
berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yangdichdkengaristrafbaar

feit” tersebut.,, misalnya perbuatan pidana, peristiwdarna, perbuatan-

YEvi Hartanti, Tindak Pidana Korupsj Jakarta: Sinar Grafika, 2006, him. 5.
% A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana IndonesjBandung: Sinar Baru,
1984, him. 172.
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perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diandamgan hukum dan
perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum@ntiselak pidana’

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara Ilebih oogd
menggunakan istilah“delict” yang telah lazim dipakd?. R. Tresna
menggunakan istilah "peristiwa pidarfa".Sudarto menggunakan istilah
"tindak pidana?®* demikian pula Wirjono Projodikoro menggunakanlasti
"tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakuiapat dikenakan
hukuman pidan&® Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah “perlanat
pidana’ yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatuaat hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pi@argatu, bagi barang siapa
melanggar larangan tersebtit.

Kata-kata tindak pidana, perbuatan pidana atak dedintik dengan
pengertian yang disebut dalam hukum pidana Isldbagsejarimah. Yang
dimaksud dengan kata-kafarimah ialah larangan-larangan syara' yang
diancam oleh Allah dengan hukumdmad atau ta'zir. Larangan-larangan

tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatag gdarang, atau

meninggalkan perbuatan yang diperintah&an.

% . Wancik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suaplakarta: Ghalia Indonesia,

2007, him. 15.

“satochid Kartanegara, tth,Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian J tk, Balai

Lektur Mahasiswa, him. 74.

IR, Tresna,Azas-Azas Hukum Pidanalakarta: PT Tiara Limit, t.th, him. 27.
*’Sudarto, Hukum Pidana |, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, him. 38.
“\Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesi®andung PT Eresco,

1986, him. 55.

*Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidanalakarta: Rineka Cipta, 2002, him. 54.
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islamdakarta: Bulan Bintang, 1990,

him. 1
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Dengan kata-kata "syara™ pada pengertian tersedbudtas, yang
dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dipnggenah apabila
dilarang oleh syara'. Berbuat atau tidak berbudaktidianggap sebagai
jarimah, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnyakalangan
fugaha, hukuman biasa disebut dengan katadatgahdanmufrachya,jaza
Pengertianarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindadnrpi,
(peristiwa pidana, delik) pada hukum-pidana po&itif

Adapun pengertian pengulangan dalam istilah hukasitip adalah
dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang, sei@laielakukan jarimah lain
yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataagutangan mengandung
arti terjadinya suatu jarimah beberapa kali dati ®@ang yang dalam jarimah
sebelumnya telah mendapat keputusan terakhir.

Pengulangan berbeda dengan gabungan jarimah. Dalagabungan jarimah,
pelaku melakukan suatu jarimah untuk kedua atau ketga kalinya, namun
dalam jarimah yang sebelumnya (yang pertama) ia baim mendapat
keputusan terakhir. Adapun dalam pengulangan, sepértelah dikemukakan
di atas adalah pelaku ketika melakukan jarimah yangkedua atau ketiga itu
sudah mendapat keputusan terakhir dalam jarimah yamy sebelumnya (yang

pertama).

B. Klasifikasi Jarimah
Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnyakan tetapi,

secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunydari beberapa segi.

2bid., him. 6.
2’Ahmad Hanafi, op.cit, him. 324.
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Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada
tiga bagian antara lain: jarimah qgisas/diyat, jarimah hudugddan jarimah
ta'zir.

a. Jarimahgisasdandiyat

Jarimah gisasdan diyat adalahjarimah yang diancam dengan
hukuman gisas atau diyat Baik gisas maupundiyat keduanya adalah
hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbagaadengan
hukumanhad adalah bahwaad merupakan hak Allah (hak masyarakat),
sedangkamjisasdandiyat adalah hak manusia (individtd).

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana
dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang adatgdnnya dengan
kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan bediarena
kepentingannya khusus untuk meréka.

Dalam hubungannya dengan hukumaisas dan diyat maka
pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukutessebut bisa
dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau kelogegaDengan
demikian maka ciri khas dgarimah gisasdandiyat itu adalah

1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam sartiah
ditentukan oleh syara’' dan tidak ada batas minataal maksimal;
2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (hgljvdalam

arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberika

“bid., him. 7
#syeikh Mahmud Syaltut, Akidah dan Syari‘ah Islam jilid 2, Alihbahasa,
Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985, him. 34.
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pengampunan terhadap pelakdarimah gisasdandiyat ini hanya
ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaamurN
apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

1) pembunuhan sengajasali o),

2) pembunuhan menyerupai sengajesi s i),

3) pembunuhan karena kesalahbus( ;1 ),

4) penganiayaan sengajas ¢ #Ji), dan

5) penganiayaan tidak sengajasd # ;i ).

Contoh pembunuhan sengaja, korban yang dibunuhaladal
manusia hidup, kematian adalah hasil dari perbup&laku, pelaku
tersebut menghendaki terjadinya kematian. Adaputotopembunuhan
menyerupai sengaja, adanya perbuatan dari pelalg ry@ngakibatkan
kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan panhuematian
adalah akibat perbuatan pelaku. Sedangkan pembuonkaaena
kesalahan, contohnya, adanya perbuatan yang méagjekn matinya
korban, perbuatan tersebut terjadi karena kesalatan kelalaian
pelaku, antara perbuatan kekeliruan dan kematiambako terdapat
hubungan sebab akibat.

Adapun bentuk hukumannya, bahwa pembunuhan sedalzm
syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukusedragian
merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebatagn

merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untukbpeatinan

%Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah) Bandung: Pustaka Setia,
2000, him. 29
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sengaja adalaljisas dan kifarat, sedangkan penggantinya adalah diat
dan ta'zir. Adapun hukuman tambahannya adalah peoghn hak
waris dan hak wasiat.

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islantaia
dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokolpetagganti,
dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman poktkk uindak
pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua myaémdiat dan
kifarat. Sedangkan hukuman pengganti ytatair. Hukuman tambahan
yaitu-pencabutan hak waris dan wasiat.

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana teldhskhje
adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sama ga&lali berniat
melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi peuofian
tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang Hettrya pelaku.
Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan ini sderaggan
hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu

1. Hukuman pokok: diat dan kifarat;
2. Hukuman tambahan: penghapusan hak waris dan waat.

Pada dasarnygarimah gisas termasukjarimah hudud sebab
baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan ddhh dan
Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya,:yaitu
1) Padgarimah gisas hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan

pengetahuannya, sedangkan pada jarimatudtidak boleh.

2) Pada jarimah gisas hak menuntut gishash bisa diwariskan,
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sedangkan padarimah hududidak.

3) Pada jarimahgisas korban atau wali korban dapat memaafkan
sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atpindah kepada
hukum penggantinya, sedangkan pgdamah hududtidak ada
pemaafan.

4) Pada jarimah qisas tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian,
sedangkan pad@rimah hududada kadaluarsa dalam kesaksian
kecuali padgarimah gadzaf

5) Pada jarimahgisas pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat
diterima, sedangkan pagaimah hududidak.

6) Pada jarimah qisas dibolehkan ada pembelaaral-gyafa‘aj,
sedangkan padarimah hududidak ada.

7) Padajarimah gishashharus ada tuntutan, sedangkan padiaah
hududtidak perlu kecuali padarimah gadzaf*

b. Jarimah Hudud
Jarimah hududadalahjarimah yang diancam dengan hukuman
had, Pengertian hukumamad adalah hukuman yang telah ditentukan oleh
syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakafpengan demikian ciri
khasjarimah hududtu sebagai berikut.

1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bamkaimannya

telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batasinml dan

maksimal.

#13aih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Figh Jinayah (Asas-asas Hukum
Pidana Islam),Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, him. 164.
*Ibid., him. 164.
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2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-maaa, lalau
ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Afing lebih
menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikekarkaoleh
Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalakitae yang
bersangkut dengan kepentingan umum dan kemaslabataama,
tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian Adikh,
sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melaiskanata-
mata untuk membesar hak itu di mata manusia danyatean
kepentingannya terhadap masyarakabengan kata lain, hak Allah
adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepadgana&at dan
tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuniad maka pengertian hak

Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidiak lblihapuskan oleh

perseorangan (orang yang menjadi korban atau kgloga) atau oleh

masyarakat yang diwakili oleh negatdarimah hududini ada tujuh
macam antara lain sebagai berikut.

1) Jarimah zina. Bentuk hukuman ada tiga vyaitu hukuman
cambuk/deraljilid, pengasingan dan rajam.

2) Jarimah gazaf(menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan
dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80i kkn
hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesakgiamg

bersangkutan selama seumur hidup

#syeikh Mahmud Syaltut, op.cit, him. 14.
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3) Jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras). Bentuk
hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kumshangak
empat puluh kali

4) Jarimahpencurian garigah. Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua
tangannya

5) Jarimah hirabah(perampokan). Bentuk hukuman yaitu ada bentuk
hukuman: hukuman mati dan disalib, hukuman matikkuhan
potong tangan dan kaki bersilang, hyukuman pengasin

6) Jarimah riddah (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah
hukuman mati.

7) Jarimah Al Bagyu(pemberontakan). Bentuk hukumannnya adalah
hukum bunui*

Dalam jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddafdan
pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata.
Sedangkan dalanarimah pencurian dargazaf(penuduhan zina) yang
disinggung di samping hak Allah juga terdapat hanauosia (individu),
akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

c.JarimahTa'zir
Jarimah ta'zir adalahjarimah yang diancam dengan hukuman
ta'zir. Pengertianta'zir menurut bahasa ialala'dib atau memberi

pelajaran.Ta'zir juga diartikanar rad wa al man'uyartinya menolak dan

#Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana IslamYogyakarta: Logung, 2004,
him. 12. Rahmat Hakim, op.cit., him. 73-110.
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mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagainyang dikemukakan

oleh Imam Al Mawardi

23U Gl g ag asrg e 390kl oled el Jlog adl> Dl
B M| et (ki i 7 ez

Artinya: "Ta'zir itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran
dan kriminalitas yang tidak diatur secara pastiacfal
hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan
perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu g, ini
sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan
yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia,
dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan
tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukutaair itu adalah
hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melaickserahkan kepada
ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalarantukan
hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan huksecana global
saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkd&uman untuk
masing-masingarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan
hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yahgrat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dgarimah ta'zir itu adalah sebagai
berikut.

1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Atimukuman

tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batasal dan ada

batas maksimal.

*Imam Al-Mawardiy, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-DiniyyatBeirut al-
Maktab al-Islami, 1996, him. 236
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2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengagarimah hududdan gisas maka jarimah ta'zir
tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karenagyégrmasuljarimah
ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidakrdikan hukuman
had dangisas yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-janisah
ta'zir ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbugerbuatan
maksiat yang tidak dikenakan hukuntzad dan tidak pula kifarat, seperti
mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wéaiitayang bukan
istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atemakan barang yang
tidak halal seperti darah dan bangkai maka semud#nyalikenakan
hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar
hukuman yang ditetapkan oleh pengu#sa.

Tujuan diberikannya hak penentugarimah-jarimah ta'zir dan
hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dspaiatur
masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingansgrta bisa
menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaary yaersifat
mendadak.

Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya
sepenuhnya kepaddil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan
oleh syara’, seperti riba dan suap. Di sampinguiga termasuk ke dalam
kelompok ini jarimahjarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan

hukumannya oleh syara‘hydug akan tetapi syarat-syarat untuk

*lbnu Taimiyah, Siyasah Syar'iyah, Etika Politik IslamTerj. Rofi Munawwar,
Surabaya: Risalah Gusti, 2005, him. 157.
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dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuisaliMa, pencurian
yang tidak sampai selesai atau barang yang diawanky darinishab
pencurian, yaitu seperempat dinar.

C. Tujuan Hukuman dalam Pengulangan Jarimah

Hukuman dalam bahasa Arab disebutuqubah. Lafaz ‘'uqubah menurut
bahasa berasal dari kata: €8 ) yang sinonimnya: 82 sla g 4413 artinya:
mengiringnya dan datang di belakangnya&’ Dalam pengertian yang agak
mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkalilafaz tersebut bisa
diambil dari lafaz: (<2) yang sinonimnya: (& L &) g 8133, artinya:

membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwaasuatu disebut
hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksarakan sesudah
perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertianyang kedua dapat
dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia nmepakan balasan

terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukanga.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagaisiksa dan
sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh lakim". 3 Pengertian
yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-lawan dalamKamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBlersebut sudah mendekati pengertian

$’Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat
Jakarta: sinar Grafika, 2004, him. 136.

Bbid.,

39 W.J.S. PoerwadarmintaKamus Umum Bahasa Indonesjadakarta: PN Balai
Pustaka, 1976, him. 364.
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menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakanpengertian menurut

istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalan skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman rampir sama dengan
pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikakan oleh Wirjono
Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata
pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dammukuman perdata
seperti misalnya ganti kerugian ..%° Sedangkan menurut Mulyatno,
sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilahpidana lebih tepat
daripada hukuman sebagai terjemahan katastraf. Karena, kalau straf
diterjemahkan dengan hukuman makastraf rechtharus diterjemahkan

hukum hukuman.**

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben
Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang s&aja dibebankan
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenulsiyarat-syarat
tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang jugdikutip oleh Mustafa
Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini lerwujud suatu nestapa
yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembudelik itu. ** Wirjono
Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti halyang dipidanakan,

yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkartkepada seorang oknum

“Owirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesidakarta: PT. Eresco,
1981, him. 1.

“Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidanalakarta: PT Rineka Cipta, 2002, him. 1 — 12.

*Ibid., him. 48.
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sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan jugadi yang tidak sehari-

hari dilimpahkan. *3

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di ats dapat diambil intisari
bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaaatau nestapa, atau

akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah sepertididefinisikan oleh

Abdul Qadir Audah sebagaimana disitir Ahmad Wardi Muslich:
@\.&J\JA\ Slas Je i Lo dorkeaad y odl ¢! 2nd) P & gidal

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perinta syara’
yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karea adanya
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'*

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukunan adalah salah satu
tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembakan atas perbuatan
yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untkmemelihara
ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus jga untuk melindungi

kepentingan individu.

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan kwsep tujuan umum
disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemalahatan umat dan

sekaligus menegakkan keadilaf® Atas dasar itu, tujuan utama dari

“3Wirjono Projodikoro, loc.,cit

“Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy, Juz |, Mesir: Dar al-Fikr al-
Araby, tth, him. 609.

“>Abd al-Wahhab Khalaf |lm usdl al-Figh,Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, him. 198.
Muhammad Abu ZahrahyJsdl al-Figh Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, him. 351.
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penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islaradalah sebagai

berikut.
a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang lberat jarimah
agar ia tidak mengulangi perbuatanjarimahnya, atau agar ia tidak
terus-menerus melakukanjarimah tersebut. Di samping mencegah
pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegahanrg lain
selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukanjarimah, sebab ia
bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepadaelaku
juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga relakukan
perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pesgahan
adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat it sendiri untuk
tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang la untuk tidak

berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.*®

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengahukuman
adakalanya pelanggaran terhadap laranganJarimah positif) atau
meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada lduanya tentu
berbeda. Pada keadaan yang pertamaarimah positif) pencegahan
berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang diarang, sedang
pada keadaan yang keduajérimah negatif) pencegahan berarti
menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tesebut sehingga

dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau mengalankan

“Ahmad Wardi Muslich, op.cit, him. 137.
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kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukumanerhadap
orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengearkan

zakat*’

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan makadsarnya
hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan twjan
tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batasyang diperlukan,
Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam mejatuhkan
hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman erutama
hukuman ta'zir, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan
pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup tmya diberi
peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa carakan saja,
dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cafukan yang
banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkn ke dalam
penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnyatau bahkan

lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuanyang pertama itu,
efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebatbengan
tercegahnya pelaku dari perbuatanjarimah maka masyarakat akan
tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikia tujuan yang
pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebaldlengan tidak
dilakukannya jarimah maka pelaku akan selamat dan ia terhindar

dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

“’A.Hanafi, op.cit, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, him. 255-256.
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b. Perbaikan dan Pendidikan gz 9 z3aY))

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah medidik
pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari
kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatiarsyariat Islam
terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, dnarapkan akan
timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia nenjauhi jarimah
bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena lesadaran
diri dan kebenciannya terhadapjarimah serta dengan harapan
mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikan tentu saja
merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantagrimabh,
karena seseorang sebelum melakukan suajarimabh, ia akan berpikir
bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukum@n akan
menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain
atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap deh penguasa
negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau iadapat
meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akirnya ia tidak

akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat. *®

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam
menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyaakat yang
baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati danmencintai antara
sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas ltn

kewajibannya. Pada hakikatnya, suatyarimah adalah perbuatan

“3Wardi Muslich, op.cit, him. 138.
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yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan srta
membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatya, di
samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terltap

korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu caranenyatakan
reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatn pelaku yang
telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merugan upaya
menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukumantu
dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harusdialami oleh
pelaku sebagai imbangan atas perbuatannya dan selmgarana
untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa

keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarat.*°

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepa beberapa
bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Datahal ini ada

lima penggolongan.

(1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan
hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada mpat
bagian, yaitu sebagai berikut.

a. Hukuman pokok (‘uqubah asliyah, yaitu hukuman yang
ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai

hukuman yang asli, seperti hukuman gishash untuljarimah

“Ibid., him. 257.
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pembunuhan, hukuman dera seratus kali untukjarimah zina,
atau hukuman potong tangan untukjarimah pencurian.

b. Hukuman pengganti (uqubah badaliyal), yaitu hukuman yang
menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok idak
dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, sepeftukuman
diat (denda) sebagai pengganti hukumanisas atau hukuman
ta'zir sebagai pengganti hukumanhad atau hukuman gisas
yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukumanliyat itu
sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan
menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi jug menjadi
hukuman pengganti untuk hukuman qisas dalam
pembunuhan sengaja. Demikian pula hukumarta'zir juga
merupakan hukuman pokok untuk jarimah-jarimah ta'zir,
tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti unik
jarimah hudud atau qisas dan diat yang tidak bisa
dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertenttf’

c. Hukuman tambahan (uqubah taba'iyah, yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan
secara tersendiri, seperti larangan menerima warisa bagi
orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, selgai
tambahan untuk hukuman gisas atau diyat, atau hukuman

pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang

*Ahmad Wardi Muslich, op.cit, him. 142 — 143.
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melakukan jarimah gadzaf(menuduh orang lain berbuat zina),
di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delgpan
puluh kali.

d. Hukuman pelengkap (uqubah takmiliyah), yaitu hukuman
yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ad
keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang
membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya
seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah digong
dilehernya.

(2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukanberat
ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua
bagian.

a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ad batas
tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jild (dera)
sebagai hukumanhad (delapan puluh kali atau seratus kali).
Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untk
menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena
hukuman itu hanya satu macam saja.

b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertiggi
dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewaangan

dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai aata
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kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atajilid pada
jarimah-jarimah ta'zir.>*

(3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan denga
hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua &gian,
yaitu sebagai berikut.

a. Hukuman yang sudah ditentukan {uqubah muqgaddaral, yaitu
hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditetukan
oleh syara’ dan hakim berkewajiban untuk memutuskamya
tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya denga
hukuman vyang lain. Hukuman ini disebut hukuman
keharusan (ugubah lazimah. Dinamakan demikian, karena
ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau
memaafkannya.

b. Hukuman yang belum ditentukan (uqubah ghair
mugaddaral), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim
untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman
yang ditetapkan oleh syara’ dan menentukan jumlahng
untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan
perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman Pilihan
(uqubah mukhayyaral), karena hakim dibolehkan untuk

memilih di antara hukuman-hukuman tersebut>?

*lbid, him. 67 — 68.
*2bid, him. 68.
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(4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman
dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai bequt.

a. Hukuman badan (‘uqubah badaniyal, yaitu hukuman yang
dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman matijilid
(dera), dan penjara.

b. Hukuman jiwa (‘uqubah nafsiyal), yaitu hukuman yang
dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, sepert
ancaman, peringatan, atau teguran.

c. Hukuman harta (‘uqubah maliyah), yaitu hukuman yang
dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyatjenda, dan
perampasan harta.

(5) Ditinjau dari segi macamnyajarimah yang diancamkan hukuman,
hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu seigai

berikut.

a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas

jarimah-jarimah hudud.

b. Hukuman gisas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetagan

atasjarimah-jarimah gishash dan diyat.
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BAB Il

PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE DALAM KUHP

A. Tindak Pidana dalam KUHP

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia sejak iseila terdapat
dualisme dalam perundang-undangan. Ada peraturan-paturan hukum
tersendiri untuk orang-orang Belanda dan lain-lain orang Eropa, yang
merupakan jiplakan belaka dari hukum yang berlaku di negeri Belanda, dan
ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Indonesia
dan orang-orang Timur Asing (Cina, Arab, dan India/Pakistan). Dualisme
ini mula-mula juga ada dalam hukum pidana, untuk orang-orang Eropa
berlaku suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana terendiri, yang
termuat dalam firman raja Belanda tanggal 10 Februai 1866 No. 54 (Stb
1866 No. 55); mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867Sedang untuk orang-
orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing berlakusuatu kitab Undang-
undang Hukum Pidana tersendiri, yang termuat dalamordonansi tanggal 6
Mei 1872 (Stb 1872 No. 85) yang mulai berlaku tangd 1 Januari 1873.
Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia ini adalah

jiplakan dari kode penal negara Perancis, yang olehKaisar Napoleon



.dinyatakan berlaku di negeri Belanda pada waktu ngara itu ditaklukkan

oleh Napoleon permulaan abad XIX¢3

Pada tahun 1881 di negeri Belanda dibentuk suatu kKab Undang-
undang Hukum Pidana Baru yang mulai berlaku pada téun 1886 yang
bersifat nasional serta sebahagian besar mencontgbada Kitab Undang-
undang Hukum Pidana di negara Jerman. Dengan firmanraja Belanda
tanggal 15 Oktober 1915 maka di Indonesia diberlakkan KUHP baru, yang
mulai efektif tanggal 1 Januari 1918; sekaligus jug menggantikan KUHP
tersebut di atas untuk berlaku bagi semua penduduldi Indonesia. Dengan
demikian, berakhirlah dualisme hukum pidana di Indonesia yang pada
mulanya hanya untuk daerah yang langsung dikuasai leh pemerintah

Hindia Belanda dan akhirnya untuk seluruh Indonesia>*

KUHP ini pada mulai berlakunya disertai suatu "Invoerings
verordening berupa firman raja Belanda tanggal 4 Mei 1917 (Shb 1917 No.
497), yang mengatur secara terperinci peralihan darukum pidana lama ke
hukum pidana baru. Keadaan hukum pidana ini dilanjutkan pada zaman
pendudukan Jepang dan pada permulaan zaman kemerdakn Indonesia,
berdasarkan atas aturan-aturan peralihan, baik dari pemerintah Jepang
maupun dari Undang-undang Republik Indonesia 1945 g@sal 1l AP yang
berbunyi: Segala badan negara dan peraturan yang ad masih langsung

berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut udang-undang ini.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1983, him. 13.

*Ibid., him. 14.



Dengan Undang-undang No. 1/146 tanggal 26 Februat946, yang termuat
dalam berita RI Il No. 9 diadakan penegasan tentandgiukum pidana yang
berlaku di RI. Di situ disebutkan: "Dengan menyimpang seperlunya dari
peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No2." Peraturan ini ada

dua pasal;
Pasal 1

Segala badan negara dan peraturan-peraturan yang adsampai
berdirinya negara RI tanggal 17 Agustus 1945, selaan belum
diadakan yang baru menurut ULJD, masih berlaku, asé tidak

bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945/ang isinya
hampir sama dengan pasal 1l AP Undang-Undang Dasaf945
ditentukan. Perbedaannya ialah: bahwa kini disebutien dan
bahwa peraturan-peraturan yang dahulu itu dianggap tidak

berlaku, apabila bertentangan dengan undang-undantgrsebut.

Ketentuan yang belakangan ini sering dilupakan olehmereka yang
cenderung menganggap semua peraturan dari zaman pgjahan Belanda

yang tidak secara tegas dicabut atau diganti, tetapperlaku tanpa kecuali.



Padahal di antara peraturan-peraturan itu ada bebeapa yang terang hanya

layak dalam hubungan-hubungan Kolonial.

Penyimpangan dari Peraturan Presiden tanggal 10 Okiber 1945 No.

2 oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1946 ialah:
Pasal 1

Undang-undang No. 1/46: Bahwa peraturan hukum pidaa yang
sekarang (26 Februari 1946) berlaku, ialah peratura hukum
pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, saat pemintah
Hindia Belanda menyerah kepada balatentara Jepangyang
dengan demikian berganti berkuasa di Indonesia sang tanggal
17 Agustus 1945. Dengan demikian, ditegaskan pertasama,
bahwa semua peraturan-peraturan hukum pidana dikelarkan

oleh pemerintah Jepang, dianggap tidak berlaku.

Pasal Il

Undang-undang No. 1/46: Mencabut semua peraturan-paturan
hukum pidana, yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi

balatentara Hindia Belanda dahulu.

Pasal IlI



Undang-undang No. 1/46: Jikalau dalam suatu peratuan hukum
pidana ditulis perkataan "Nederlandsch Indi¢ atau
" Nederlandsch indiesch (-E)/(-EN), maka perkataan-perkataan

itu harus dibaca "Indonesie" atau "Indonesisch(E)/(EN).

Pasal IV

Undang-undang No. 1/46: Jikalau dalam suatu peratuan hukum
pidana suatu hak, kewajiban kekuasaan atau perlindngan
diberikan atau suatu larangan ditujukan kepada suat pegawai,
badan, jawatan dan sebagainya, yang sekarang tidakda lagi,
maka hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan it harus
dianggap diberikan dan larangan tersebut ditujukan kepada
pegawai, badan, jawatan dan sebagainya yang harusatggap

penggantinya.

Pasal V

Undang-undang No. 1/46: Peraturan hukum pidana yangeluruh
atau sebahagian sekarang tidak dapat dijalankan ata
bertentangan dengan kedudukan Rl sebagai negara meeka atau
tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhny atau

sebahagian sementara tidak berlaku.
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Pasal VI

Undang-undang No. 1/46:

1. Nama Undang-undang Hukum Pidana Wetboek van strafrecht

voor Nederlandsch Indie" diubah menjadi "Wetboek van

Strafrecht'.

2. Undang-undang tersebut dapat disebut KUHP.

Pasal VII

Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam a@sal 3,
maka semua perkataan Nederlandsch Onderdadndalam KUHP

diganti dengan WNI.

Pasal VIII

Beberapa pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidaa diubah
atau dicabut. Pasal IV sampai dengan Pasal XVI memiat beberapa tindak
pidana baru, yaitu: Pasal-pasal IX sampai dengan Bl Xl mengenai alat
pembayaran yang sah berupa uang atau uang kertas.aBal XIV mengenai
penyiaran kabar bohong, yang sengaja menerbitkan l@naran di kalangan

rakyat: Pasal XV, mengenai penyiaran kabar yang tidk pasti atau kabar



yang berkelebihan atau yang tidak lengkap. Pasal XMmengenai penghinaan

terhadap bendera kebangsaan Indonesia.

Pada akhirnya ditetapkan, bahwa undang-undang ini malai berlaku
buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya aanggal 26 Februari
1946 dan buat daerah lain pada hari yang akan ditefpkan oleh Presiden.
Pada tanggal 8 Agustus 1946 dengan Peraturan Pemmiah No. 8/1946.

(Berita RI Il 20-21 halaman 234) undang-undang inberlaku di Sumatera.

Pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda, yang menmakan
dirinya pemerintah federal sudah ada di Jakarta danmenguasai beberapa
daerah, baik di Jawa, Madura dan Sumatera maupun dluar daerah-daerah
itu dan mengeluarkan beberapa undang-undang yang nmgubah, beberapa
pasal dari KUHP, yang tentunya hanya berlaku bagi derah-daerah yang
didudukinya; sehingga ada dua KUHP. Keadaan ini teap berlangsung juga
setelah pada 27 Desember 1949 kedaulatan RIS diakeleh pemerintah

Belanda.

Menurut pasal 44 Konstitusi RIS: suatu negara bagia atau daerah
bagian dapat menggabungkan diri. Pada negara (daemg lainnya pada

pertengahan tahun 1950 RIS hanya terdiri tiga nega bagian yaitu:
- Negara Republik Indonesia
- Negara Indonesia Timur

- Negara Sumatera Timur
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Pada bulan Juli 1950 pemerintah dari ketiga negarabagian ini
mencapai persetujuan, untuk mengubah federal dari IS menjadi negara
kesatuan RI Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Udang Dasar

Sementara 1950.

Perpu No. 1/1950 juncto No. 8/50 pada pokoknya meatakan sebagai

berikut;

1. Bahwa segala peraturan dan undang-undang RI berlakuli daerah
pilihan.

2. Segala peraturan dan Undang-undang peralihan tidakoerlaku lagi,
kecuali yang tidak bertentangan dengan peraturan-peturan dan
undang-undang RI.

Walaupun Perpu ini bernada menyatakan Undang-undangNo. 1/46
berlaku bagi wilayah seluruh Indonesia namun oleh &rena dalam piagam
persetujuan pemerintah RIS dan pemerintah RI tanggh19 Mei 1950 sub lla
No. 4 antara lain hanya ditetapkan: Akan tetapi, di mana mungkin
diusahakan supaya perundang-undangan RI berlaku. Ji baru akan
diusahakan. Maka secara resmi Undang-undang No. lahun 1946 pada
tahun 1950 itu belum berlaku bagi daerah Jakarta Rga, Sumatera Timur,

Kalimantan dan Indonesia Timur.

Pada tanggal 29 September 1958 mulai berlaku undangndang No.
73 Tahun 1958 yang berjudul: "Undang-undang tentang menyatakan
berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 RI tentag peraturan hukum

pidana untuk seluruh wilayah Rl dan mengubah KUHP." Dengan demikian,
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pada saat itu jelas berlakulah satu hukum pidana utuk seluruh wilayah

Republik Indonesia dengan KUHP sebagai intinya.

B. Pengulangan Tindak PidarRgcidivgé dalam KUHP

Berdasarkan alasan-alasan yang agak berbeda, makapulis-penulis
Hukum Pidana (kebanyakan berbangsa Belanda, tetapmenulis tentang
Hukum Pidana Indonesia) menempatkanrecidive di bawah judul bab yang
berbeda pula sepanjang pembahasannya. Jonkers miggh, atas dasar
bahwa recidive itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman,
membahasnya dalam bab mengenai alasan-alasan yangemgecualikan

dijatuhkannya hukuman, memperingan dan memperberathukuman.>

Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengalonkers,
membahas recidive dalam paragraf mengenai alasan-alasan untuk
memperberat dan meringankan hukuman, dan paragraf érsendiri ini
menjadi bagian dari bab mengenai sistem hukuman (Fkum penitensier=
poenolog). Vos membahasrecidive dalam paragraf tersendiri yang segera
menyusul paragraf mengenai alasan-alasan untuk menapberat dan
meringankan hukuman. Van Hattum membahasrecidive itu dalam bab

mengenai sistem hukuman tetapi dalam paragraf yangtidak ada

*Jonkers, Handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafrechtterj. Tim
Penerjemah Bina Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belandh", Jakarta PT Bina Aksara, 1987,
him. 2005, him. 280-288.
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hubungannya dengan paragraf mengenai alasan-alasamtuk memperberat

hukuman.>®

Utrecht menempatkan recidive dalam satu bab mengenai gabungan
atas dasar pertimbangan praktis bahwa baik gabunganmaupun recidive
merupakan alasan untuk memperberat hukumar’ Agaknya atas dasar
yang serupa itu pulalah Soesilo menyinggung masalahecidive seiring
dengan gabungan, di samping menguraikan sekali lagiecara khusus dalam

pasal 486 sampai dengan 488.

Jika diteliti sistematik KUHP, kemudian juga pembahasan para ahli
tersebut tadi, maka synthesa yang dapat ditarik adah bahwa (1) Recidive
merupakan alasan memperberat hukuman dan (2) Atas grtimbangan
praktis, dapat kiranya jika dibicarakan bersama/berdampingan dengan
gabungan, dan (3) perlu dicatat pula bahwa dalam kadaan-keadaan

tertentu, gabungan bahkan dapat pula meringankan hlsuman.>

Menurut Kanter dan Sianturi, pengulangan atau residiv Kecidive
secara umum ialah apabila seorang melakukan suatuindak pidana dan
untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi ddam jangka waktu

tertentu:

**Nico Ngani, Sinerama Hukum PidanaYogyakarta: Liberty, 1984, him. 17.

°"E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I] Surabaya: Pustaka Tinta

Mas, 1994, him. 203.

*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kome-
Komentarnya Lengkap Pasal demi Pas&logor: Politeia, 1996, him. 318.
*Nico Ngani,op.cit, him. 17.
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a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan selthnya atau

sebahagian, atau

b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, ata apabila
kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belumdaluwarsa,

ia kemudian melakukan tindak pidana lagi®

Menurut Satochid Kartanegara, recidive adalah apabila seseorang
melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan bebepa delik yang
berdiri sendiri, akan tetapi, dan disini letak perbedaan dengansamenloop
(gabungan tindak pidana) yang atas salah satu atalebih telah dijatuhi

hukuman oleh hakim®*

Dari kedua rumusan tersebut di atas, dapat ditariksyarat-syarat yang

harus dipenuhi yaitu:
a. Pelakunya sama,

b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu

telah dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuata yang tetap).
c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertend.

Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pdana untuk

pengulangan, dapat dibedakan antara:

®E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
PenerapannyaJakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, him. 409

®isatochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2 Balai Lektur
Mahasiswa, tth, him. 233.



a. Ketentuan umum mengenai pengulangan. Biasanyatempatkan

dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),

b Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempataya di
suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu Bukydi KUHP pada

Buku ke-Il) atau di suatu pasal akhir dari suatu Bab tindak pidana.

c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai peaotangan. la
hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau mtuk beberapa

pasal yang mendahuluinya. (di KUHP pada Buku ke-11).%?

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka

dapat diperbedakan antara:

a. Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkan jeis/macam tindak
pidana yang terdahulu yang sudah dijatuhi pidana, dlam
perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangimisalnya pada
tahun 1973 A melakukan pembunuhan. la dipidana 3 taun dan telah
dijalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melaku&n pencurian. Ini
adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini pengulegan tindak-

pidana.

b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidangang diulangi itu

sama atau sejenis. Kesejenisan itu misalnya:

®2E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,op.cit, him. 410.
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1) Kejahatan terhadap keamanan negara: makauntuk membunuh
presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakadan lain

sebagainya,

2) Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: peganiayaan,
perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain

sebagainya,

3) Kejahatan terhadap kehonnatan: penghinaa penistaan dan lain

sebagainya,

4) Kejahatan terhadap kesusilaan: perkosam (rape), perzinahan

dan lain sebagainya;

5) Kejahatan terhadap harta benda: pemerasa pencurian,

penggelapan, penipuan dan lain sebagainy3.

C. Pertimbangan Hukum dalam Penambahan 1/3 Hukumam&dtengulangan

Tindak Kejahatan dalam Pasal 486 KUHP

Recidive merupakan hal yang memberatkan pidana dgrond van
strafverzwaring. Dalam hukum positif, ancaman pidananya ditambah
sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun yang menjadalasan untuk
memperberat ancaman pidana dalam halrecidive ialah orang yang
demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabiat yang buruk
dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besdnagi masyarakat.

Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak

®Ibid., him. 410.
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menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kenbali ke jalan yang
benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan ki®nggaran
kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih beat kepadanya.
Bentuk ini (recidive bila dibandingkan dengan samenloopmempunyai
persamaan dan perbedaan. Persamaannya, baik pagamenloopmaupun
recidiveterjadi apabila seseorang melakukan beberapa petiisva pidana.
Perbedaannya, dalam habamenloopdi antara peristiwa pidana yang satu
dengan yang lain, tidak terselang oleh suatu kepusan hakim, sedang
pada recidive di antara peristiwa pidana yang satu dengan yangaln,

sudah ada keputusan hakim yang berupa pidan&®

Menurut pasal 486, 487, da 488 KUHP pemberdan pidana ialah
dapat ditambah deigan sepertiga dai ancaman maksimum pidana
penjara (menurut pasal 486 dan 487, da semua jenis pidana menurut
pasal 488 KUHP) yang diancamkan pada kejah&an yang bersangkutan.
Sedangkan pada recidive yang ditentukan lainnya diluar kelompok
tindak pidana yang termasuk dan disebut deam ketiga pasal ni ada juga
yang diperberat—dapat ditambah dengan sepgiga dai ancaman
maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut " dapat ditambah dengan
sepertiga, melainkan diperberat dengan meambah lamanya saja,
misalnya dari 6 hai kurungan menjadi dua mhggu kurungan (492 ayat
2 KUHP), atau mengubah jenis pidaanya dari denda diganti dengan

kurungan (495 ayat 2, 501 ayat 2 KUHP).

®Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1983, him. 62
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Adapun ratio dasar pemberatan pidana pada peigulangan i

ialah

terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah:
a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindadapa;
b. Faktor telah dijahkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena

tindak pidanayang pertamadan
c. Pidana itu telah dijalankannya pada yaegangkuta.

Pada faktor yang pertama sbenarnya sama dengan faktor

pembeat pada perbarengan. Perbedaannya dengan perbanegan, ialah
pada faktor kedua dan ketiga, sebab pada perbarengasi pembuat
karena melakukan tindak pidana petama kali belum diputus oleh
pengadilan dengan ptusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap {n kracht van gewijsdg

Pemberatan pada pengulagan, yang lebih peiting ialah pada
faktor kedua dan ketiga. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu
tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu pe gatan oleh negaa
tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakikan tindak
pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang besaigkutan tidak
mengindahkan peringatan negara tersebut, meunjukkan bahwa orang
itu benar-benar mempuyai perangai yang sangat buuk, yang tidak
cukup peringatan dengan mempidaa sebagaimaa yang diancankan
pada tindak pidana yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhka

disamping merupakan suatl penceminan tentang kualitas dan kuantitas
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kesalahan si pembuat (dasar pembalasan), adalah jagmerupakan
bagian dari suatu terapi yang ditetapkan oleh hakim dalamrangka usaha
perbaikan perangai yang bersangktian. Rehabilitasi terhadap orang
yang pernah dipidana dan telah menjalaninya ini haruslah lebih lama
atau lebih berat. Disinilah juga letak dasar pembeatan pidana pada

pengulangan.
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BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN 1/3

HUKUMAN KARENA MENGULANGI TINDAK KEJAHATAN

A. Analisis Terhadap Sejarah Perumusan Penambahan 1/3Hukuman
karena Pengulangan Tindak Kejahatan dalam Pasal 48RUHP
Recidive itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana
karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwaidana yang berdiri
sendiri mengulangi kesalahannya. Recidive merupakan hal yang
memberatkan pidana grond van strafverzwaring Dalam hukum positif,
ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidam pokok.
Adapun yang menjadi alasan untuk memperberat ancama pidana
dalam hal recidive ialah karena orang tersebut yang telah melakukan
kejahatan secara berulang-ulang menunjukkan bahwa m@ng tersebut
mempunyai akhlak/tabiat yang buruk dan oleh sebab tu dianggap
merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun iasudah diberi
peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan pebaikan/insaf

terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Qeh karena itu,
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undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim mntuk

menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadany&>

Jika diteliti sistematik KUHP, kemudian juga pembahasan para ahli
tersebut tadi, maka synthesa yang dapat ditarik adah bahwa (1) Recidive
merupakan alasan memperberat hukuman dan (2) Atas grtimbangan
praktis, dapat kiranya jika dibicarakan bersama/berdampingan dengan
gabungan, dan (3) perlu dicatat pula bahwa dalam kadaan-keadaan

tertentu, gabungan bahkan dapat pula meringankan hkuman.®®

Menurut Kanter dan Sianturi, pengulangan atau residiv Kecidive
secara umum ialah apabila seorang melakukan suatuindak pidana dan
untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi ddam jangka waktu

tertentu:

a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan selthnya atau

sebahagian, atau

b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, ata apabila
kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belumdaluwarsa,

ia kemudian melakukan tindak pidana lagi®’

Menurut Satochid Kartanegara, recidive adalah apabila seseorang
melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan bebepa delik yang

berdiri sendiri, akan tetapi, dan disini letak perbedaan dengansamenloop

®Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983, him. 62

®Nico Ngani,op.cit, him. 17.

®’E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapaany
Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, him. 409
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(gabungan tindak pidana) yang atas salah satu atalebih telah dijatuhi

hukuman oleh hakim %8

Dari kedua rumusan tersebut di atas, dapat ditariksyarat-syarat yang

harus dipenuhi yaitu:
a. Pelakunya sama,

b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu

telah dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuata yang tetap).
c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertend.

Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pdana untuk

pengulangan, dapat dibedakan antara:

a. Ketentuan umum mengenai pengulangan. Biasanyatempatkan

dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),

b Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempataya di
suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu Bukydi KUHP pada

Buku ke-Il) atau di suatu pasal akhir dari suatu Bab tindak pidana.

c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai peaotangan. la
hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau mtuk beberapa

pasal yang mendahuluinya. (di KUHP pada Buku ke-11).%°

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka

dapat diperbedakan antara:

®8satochid Kartanegara,Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2Balai Lektur
Mahasiswa, tth, him. 233.
®E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,op.cit, him. 410.
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a. Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkan jeis/macam tindak
pidana yang terdahulu yang sudah dijatuhi pidana, dlam
perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangimisalnya pada
tahun 1973 A melakukan pembunuhan. la dipidana 3 taun dan telah
dijalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melaku&n pencurian. Ini
adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini pengulegan tindak-

pidana.

b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidangang diulangi itu

sama atau sejenis. Kesejenisan itu misalnya:

1) Kejahatan terhadap keamanan negara: makauntuk membunuh
presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakadan lain
sebagainya,

2) Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: pnganiayaan,
perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain

sebagainya,

3) Kejahatan terhadap kehonnatan: penghinaa penistaan dan lain

sebagainya,

4) Kejahatan terhadap kesusilaan: perkosam (rape), perzinahan

dan lain sebagainya;
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5) Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencuria,

penggelapan, penipuan dan lain sebagainy3.

Undang-undang semliri ti dak mengatur mengenai pengulanga
(general recidivg yang artinya menentukan peégulangan berlaku untuk
dan terhadap semua thdak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP

mengatur sebagai berikut:

a. Petama, mewyebutkan dengan mengelompokka tindak-tndak pdana
tertentu dengan syarat-syarattéatu yang dapat terjadi pgulangainya.
Pengulangan haya terbatas pada tindak pidanadak pidaa tetentu
yang disebutkadalam pasal 486, 487, 488/ HP. Pasal-pasal ini hendak
di analisis si bawah ini

b. Diluar kelompok kejahi@n dalam pasal 386, 387 dan 388 itu, KUHP juga
menentukan beberapa tindak pidana khusugni yang dapat r@di
pengulagan, misahya pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat5@]},
ayat (2), 512 ayat (3) KUHP. Sebelum menganaliasappasal tersebut
maka perlu dijelaskan lebih dahulu sebagai berikut:

Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yangliterangkan

pada butir a dan b tersebut di atas, tidak dapat tgadi pengulangan.

Oleh karena tidak mengeal general recidive inilah, maka
pengaturannya tidak dimuat dalam Buku Petama, melainkan

dikelompokkan pada ketiga pasal tersebut dalam Bukul dan pasal-pasal

bid., him. 410.
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tertentu lainnya dalam Buku Il (kejahatan) maupun Buku I

(pelanggaan).

Menurut pasal 486, 487, da 488 KUHP pemberdan pidana ialah
dapat ditambah deigan sepertiga dai ancaman maksimum pidana
penjara (menurut pasal 486 dan 487, da semua jenis pidana menurut
pasal 488 KUHP) yang diancamkan pada kejah&an yang bersangkutan.
Sedangkan pada recidive yang ditentukan lainnya diluar kelompok
tindak pidana yang termasuk dan disebut deam ketiga pasal ni ada juga
yang diperberat—dapat ditambah dengan sepgiga dai ancaman
maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut " dapat ditambah dengan
sepertiga, melainkan diperberat dengan meambah lamanya saja,
misalnya dari 6 hai kurungan menjadi dua mhggu kurungan (492 ayat
2 KUHP), atau mengubah jenis pidaanya dari denda diganti dengan

kurungan (495 ayat 2, 501 ayat 2 KUHP).

Adapun ratio dasar pemberatan pidana pada peigulangan i

ialah

terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah:
a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindadapa;
b. Faktor telah dijahkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena
tindak pidana yang pertamadan
c. Pidana itu telah dijalankannya pada yaegangkuta.
Pada faktor yang pertama sbenarnya sama dengan faktor

pembeat pada perbarengan. Perbedaannya dengan perbanggan, ialah
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pada faktor kedua dan ketiga, sebab pada perbarengasi pembuat
karena melakukan tindak pidana petama kali belum diputus oleh
pengadilan dengan ptusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap {n kracht van gewijsdi

Pemberatan pada pengulagan, yang lebih peiting ialah pada
faktor kedua dan ketiga. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu
tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu pe gatan oleh negaa
tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakikan tindak
pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang besaigkutan tidak
mengindahkan peringatan negara tersebut, meunjukkan bahwa orang
itu benar-benar mempuyai perangai yang sangat buuk, yang tidak
cukup peringatan dengan mempidaa sebagaimaa yang diancankan
pada tindak pidana yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhka
disamping merupakan suatl penceminan tentang kualitas dan kuantitas
kesalahan si pembuat (dasar pembalasan), adalah jagmerupakan
bagian dari suatu terapi yang ditetapkan oleh hakim dalamrangka usaha
perbaikan perangai yang bersangktian. Rehabilitasi terhadap orang
yang pernah dipidana dan telah menjalaninya ini haruslah lebih lama
atau lebih berat. Disinilah juga letak dasar pembeatan pidana pada

pengulangan.

Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga adii

ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana
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ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 harus memdm dua syarat

esensial, yaitu..

a. Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagia pidana yang
telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menalani pidana,
atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, rak negara

untuk menjalankan pidananya belum kadaluwarsa.

b. Melakukan kejahatan pengulanganya adalah dalam waktu belim
lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana nmenjalani sebagian atau seluuh

pidana yang dijatuhkan.

Pada garat yang petama, disitu disebutkan 4 (empat)

kemungkinan, ialah:

1) telah menjalani seiuh pidana yang dijatuhkan;

2) telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan

3) ditiadakan dari menjalani pidana; atau

4) hak negara untuk menjalankan pidana terhadapelysn lampau waktu.
Dalam hal pengulangan, si pembuatya harus sudah dipidana

karena melakukan tindak pidana yang petama kali, karena dalam pasal

486, 487 da 488 KUHP disebutkan telah mepalani pidana yang

dijatuhkan. Walaupun tidak disebut perihal syarat telah dijatuhkan

pidana, tetapi dengan menyebut syarat telah menjalani pidana maka

sudah pastididalamnya mengandung syarat telah dijatuhi pidana. Bahwa
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mengelai pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan terdapat beberapa

kemungkinan, ialah:

a) pertama dilaksanakan seluruhnya;

b) kedua dilaksanakan sebagia

c) ketiga pelaksanaannya ditiadakan; dan

d) keempat tidak dapat dilaksanakan berhubung sesadangan yang tidak
dapat dihindarkan, misalnya sebelum putusan yangpig@nanya in
kracht van gewijsde atau sebelum putusan itu dielssenarapidana
melarikan diri,

Mengenai yang pertamatelah jelas. Mengenai yag kedua, boleh
jadi narapidana tidak perlu menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan
hakim berhubung karena dia diberikan pelepasan bersyarat. Sesi
dengan pasal 15 terhadap narapidana dieh diberikan pelepasa
bersyarat (pelaksanaan pidana dihentikan)jika dia telah menjalani
pidana dua pertiga dari lamanya pidana yag dijatuhkan dengan syarat-

syaat tertentu (syarat umum maupun syarat khusus).

Begitu juga, mengenai yang ketiga, bisjadi terpidana tidak perlu
menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, oleh kar@a hakim
menjatuhkan pidana dengan meetapkan bersyarat (pasal 14a KUHP)

atau oleh karena diberi pengampuan (grasi) oleh Kepala Negara.

Sedangkan mengenai yang keempat, ialah khsus terhadap pidana
yang tidak dapat dijalankan berhubung oleh sesatu sebab yag tidak

dapat dihindari, misalnya pada hari jatuhnya vonis, narapidana
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melarikan diri. Dalam hal yang terakhir ini (telah berkaitan dengan
syarat kedua mengeai lamanya tenggang daluwarsa pegulangan),
maka tenggang daluwarsa pengulangamya ialah dihitung bukan pada
saat ia menjalani pidana (karena pidana tidak dapat dijalankan),
berhubung lamanya tenggang daluwarsa pengulangannya dihitig
berdasarkan lamanya kewenanga negara dalam memalankan pidana
mengenai tindak kejahatan yang bersangkutan, dan bukan 5 (lna) tahun
sejak menjalani pidana, maka penghitunganya adalah dinulai sejak
keesokan harbya setelah putusa hakim dapat dijalankan (Pasal 85 ayat
1 KUHP). Lamanya tenggag waktu pengulangan adalah berdasdran

lama ancaman pidana yang ditentukan pada kejahatan yang masik

dalam pengulangan tersebut.
Sebagaimana ketentuan pasal 84 tentg tenggang wakt
hapusnya kewenagan negara dalam mejalankan pidana ada 5 (lima)

kategori, ialah:

1) mengenai semua pelangga lamaya ialah sesdah dua tahn;

2) mengenai kejahatayang dilakukan degan saana pecetakan larnanya
ialah sesudah 5 (lima) tahun;

3) mengenai kgahatan lainnya (sea dengan daluwarsa bagi hagnya

kewenangan penuntutardpna) ada 3 kategoialah:

a. mengenai kejahatayang diancam dengan pidana denda, pidana

kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tigdjun, ialah

sesudah 8 (delapatghun (6 tahun ditanbah sepertigaya);
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b. mengenai kejahatan yang diamcdengan pidana pemglebih dari 3

(tiga) tahun, ialah sedah 16 (enam belas) tahun (12 tahun ditambah

sepertiganya);

c. mengenai kmhatan yang diancam demgaidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, ialah sesudah 24 (dua puhgag tahun (18
tahun diambah sepéganya).

Mengenai kapan mulai penghitungan tenggang waktu
ditentukan ialah sejak menjalani (jika narapidana menjalani pidana yang
dijatuhkan), jadi hitungan hari pertama ialah pada hai pertama ia
menjalani pidana. Jika pidana ditetapkan tidak perlu dialankan karena
pembeian grasi atau ditetapkan dengan bersyarat dalam vonis hakim,
maka dihitung sgak pidana yang dijatuhkan dengan penetapan tidak
perlu dijalankan atau sejak vonis yang demikianin kracht van gewijsde

(putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yantgtap).

Bila karena sesuatu sebab yay tidak dapat dihindari sehingga
pidana tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri,
sehihgga dihitung berdasarkan tenggang daluwarsa hak negara
menjalankan pidana, sebagaimana telah dijelaskan diatas, penghitunga
dimulai sgak keesokan harinya setelah vonis hakim dapat dalankan
(Pasal 85 ayat 1 KUHP), ini artinya setelah vonistu mempunyai

kekuatan hukum tetap.

Sehubungan denga vonis yang berisi penjatuha pidana dengan

penetapan bahwa pelaksanaannya dipotong selama texklwa berada
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dalam tahanan sementara, yang apabila masa tahanasementaranya itu
lebih lama atau sama dengan lamanya pidana penja atau kurungan
yang dijatuhkan, yang artinya praktis terpidana tidak diperlukan
eksexusi lagi, maka timbulnya petanyaan, ialah apakah dengan
demikian berlaku syarat bahwa terpidana "telah menjalani pidana

sebagian maupun seluruhnya" ?

Dalam hal ini tetap ada syaat pengulangan dan oleh karenanya
tetap bisa terjadi pengulangan dengan alasan bahwa peentuan dipotong
selama masa tahanan itu adalah dianggap sama dengadia telah
menjalani pidana (dalam tahanansementa a), dan tidak boleh dianggap
dia telah dibebaskan’* Berbeda denga yurisprudensi dari Rechtbank
Rotterdam (15-1-1918) yag berpendapat dalam hal i tidak ada sya at

pengulangan.”?

Dalam hal sjarat "telah menjaani pidana sebagian maupin
seluruhnya", yang artinya hakim harus terlebih dulu menjatuhkan
pidana, persoalan lan yang timbul ialah berhubungan dengan ketentuan
pasal 45 (tidak berlaku lagi) @au kini pasal 21 jo 31 dan 3211,UU No. 3
Tahun 1997, di maa hakim boleh tidak men'atuhkan pidana tetapi
men atuhkan tindakan (maatrege) terhadap anak yang belum berumur
16 tahun ketika ia melakukan tindak pidana pasal-pasal tertatu

misalnya 489, 490, 492 (mmurut pasal 45 KUHP); atau kini telah

"Jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta: PT
Bina Aksara, 1987, him. 287.

"2E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1] Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994,
him. 202.
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berumur 8 tahun dan belum 18tahun atau belum kawin (UU No. 3
Tahun 1997), yag dinyatakan bersalah karena nnelakukan tindak
pidana dengan putusannya menjadi tetap. Oleh karena tindakan tidak
sama dengan pidana, yang jika dalam hal ini hakim renjatuhkan

tindakan, maka terhadap anak itu tidak ada syaat pengulangan.

Mengenai syarat kedua pengulangan, ialah melakukan kejahatan
pengulangar adalah dalam waktu belum lewat 5 (lna) tahun sejak
menjalani pidana seluuhnya aau sebagia, atau sejak pelaksanaa
pidana tersebut ditiadakan (baik karena diputus pidana deigan
bersyarat atau diberikan grasi). Lamanya 5 (lima) tahun ni adalah
prinsip umum dari lamanya tenggang waktu pengulangan. Sedagkan
untuk hal yang khusus yakni: dalam hal karena terpaksa pidana tak
dapat dijalankan, misalnya narapidana melaikan diri, tidak berlaku
tenggang waktu 5 tahun tersebut, melainkan waktunya meagikuti
tenggang daluwarsa bagi hak negaradalam melaksanakan pidana (pasal
84), dan mengerai hal ini telah dibicarakan diatas. Karenanya tidak

perlu diulang lagi disini.

Selain peigulangan pada ke ahatan-kgahatan tertentu yang
disehutkan pada pasal 486, 487 dan 488 yang telah dijekes diatas,
Undang-undang juga meigenal bentuk-bentuk pengulangan yang pada
umumnya dengan syarat-syarat dan jumlah pemberatnya yag tidak
samadengan yang disebutkan dalam ketiga pasal itu, datersebar dalam

beberapa pasal, misalnya 216 ayat (3), 492 ayat (ZP5 ayat (2), 501 ayat
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(2), 512 ayat (3), 516 ayat (2). Syat yang tidak sama, ialah jangka waktu
tenggang daliwarsanya iebih pendek da 5 (lima) tahun, dengan
pembe atan yang lain dari ditambah dengan sepetiga, misalnya dengan
mengubahjenis pidananya dai denda menjadi kurungan atau mengubah

ancaman pidana dengan pidana yang lebih berat yag samaj enisnya.

Pengelompokan kejahatan di dalam pasal 486, 487, nla488
didasarkan pada kepentingan hukum (echtsbelangyy yang dilanggar, hal

ini tampak bahwa:

1) kelampok tindak pidana yang disebutkalalan pasal 486 adalah hea
kejahatan-kmhata terhadap dan menga harta benda at&kebendaan,;

2) kelompok tindak pidaa yang disebutkandalam pasal 487 adalah bea
kejahata-kejahata yang menyeang terhadap kepgingan hukun
mengenai pbadi orang;

3) kelompok thdak pidana yang disebutk dalam pasal 488 adalahriyga
kejahata yang menyerag kepeitingan hukun atasnama baik da harga
diri orang;

Selain dibedakan antara bentuk pegulangan umum dan
pengulangan khusus, dalam doktin hukum pidanajuga dikenal adanya
bentuk pengulangan kebetulan @ccideitally reddive) dan pengulangan

kebiasaan (habitual reddive).

Pengulangan kebetula maksudnya pembuat melakukan tirdak
pidana yang kelua kalinya itu disebabkan oleh hal-hal yang hkan

karena sifat atau perangainya yang buuk, akan tetapi oleh sebab-sebab
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lain yang memang dia tidak mampu mengatasiya, misalnya karena
akibat dari kehilangan pekerjaan dai sebab masuk Lembaga
Pemasyaakatan (LP) karena mencuri uang majikannya, setelah ké&iar
LP dia mencuri sepotang roti karena kelaparan, dalam hal sepgi ini
sepautnya tidak dijadikan alasan pemberat pidana. Berbe@ denga
pengulangan karena kebiasaan, yag menunukkan perangai yang
buruk. Tidak jarang narapidana yang setelah keluar LP tidak
inenjadikan perangai yang lebih baik, justru pengaruh pergaulan di
dalam LP menambah sifat buruknya, kemudian melakukan keahatan

lagi, dan disini memang wgar pidananya diperberat.

Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat
dianggap sebagai suatu pelgatan oleh negea tentang kelakuan yang
tidak dibenarkan. Dengan melakikan tindak pidana kedua kalinya,
dinilai bahwa yang be sangkutan tidak mengindahkan peringatan negara
tersebut, mewnjukkan bahwa orang itu benar-benar mempuyai
perangai yang sangat buuk, yang tidak cukup peringatan dengan
mempidana sebagaimaa yang diancankan pada tindak pidana yang
bersangkutan. Pidana yang dijatuhkan disamping merupakan suau
penceminan tentang kualitas dan kuantitas kesalahan si pembuat (dasar
pembalasan), adalah juga merupaka bagian dari suatu terapi yang
ditetapkan oleh hakim dalam rangka usaha perbaikan peangai yang

bersangkuan. Rehabilitasi terhadap orang yang pernan dipidana dan
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telah menjalaninya ini haruslah lebih lama atau lebih berat. Disinilah

juga letak dasar pemberatan pidaa pada peigulangan.”

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adanya pengulanga (recidive
yaitu:
a. Pelakunya sama,

b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu

telah dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuata yang tetap).
c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu terten.

Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk

pengulangan, dapat dibedakan antara:

a. Ketentuan umum mengenai pengulangan. Biasanyatempatkan

dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),

b Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempataya di
suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu Bukydi KUHP pada

Buku ke-Il) atau di suatu pasal akhir dari suatu Bab tindak pidana.

c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai peaoangan. la
hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau mtuk beberapa

pasal yang mendahuluinya. (di KUHP pada Buku ke-I1).”

“Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2Jakarta: PT raja Grafindo Persada,
2002, him. 81.

"™EY. Kanter dan S.R. SianturiAsas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannyalakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, him. 410.
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Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka

dapat diperbedakan antara:

a. Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkan jenisnacam tindak

pidana yang terdahulu yang sudah dijatuhi pidana, dlam

perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangimisalnya pada

tahun 1973 A melakukan pembunuhan. la dipidana 3 taun dan telah

dijalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melaku&n pencurian. Ini

adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini pengulagan tindak-

pidana.

b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidangang diulangi itu

sama atau sejenis. Kesejenisan itu misalnya:

1)

2)

3)

4)

Kejahatan terhadap keamanan negara: maka untuk
membunuh presiden, penggulingan pemerintahan,

pemberontakan dan lain sebagainya,;

Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: peganiayaan,
perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain

sebagainya,

Kejahatan terhadap kehonnatan: penghinag penistaan dan

lain sebagainya,;

Kejahatan terhadap kesusilaan: perkosam (rape), perzinahan

dan lain sebagainya;
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5) Kejahatan terhadap harta benda: pemerasga pencurian,

penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.

Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga adii
ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 harus memdm dua syarat

esensial, yaitu..

a. Orang itu harus telah mejalani seluruh atau sebagia pidana
yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dar menjalani
pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak

negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluwarsa

b. Melakukan kejahatan pengulangainya adalah dalam waktu
belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau

seluu h pidana yang dijatuhkan.

Pada garat yang petama, disitu disebutkan 4 (empat)

kemungkinan, ialah:

1) telah menjalani seiuh pidana yang dijatuhkan;

2) telah mejalani sebagian pida yang dijathkan;

3) ditiadakan dari menjalani pidana; atau

4) hak negea untuk menjalekan pidaa terhadapnya belum lampau waktu.
Dalam hal pengulangan, si pembuatya harus sudah dipidana

karena melakukan tindak pidana yang petama kali, karena dalam pasal

SIbid., him. 410.
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486, 487 da 488 disebutkan telah mejalani pidana yang dijatuhkan.
Walaupun tidak disebut perihal syarat telah dijatuhkan pidana, tetapi
dengan menyebut syarat telah menjalani pidana maka sudah pasti
didalamnya mengandung syarat telah dijatuhi pidama. Bahwa mengeai

pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan terdapat beberapa

kemungkinan, ialah:

a) pertama dilaksanakan seluruhnya;
b) kedua dilaksanakan sebagia
c) ketiga pelaksanaannya ditiadakan; dan
d) keempat tidak dapat dilaksskan berhubung sesuatalanga yang tidak
dapat dihindarka misalnya sebelum putusan yang mempidgaan
kracht van gewijsdeatas sebelum putusan itu aksekusi narapidana
melarikan dirj
Mengenai yang pertama telah jelas. Mengenai yay kedua, boleh
jadi narapidana tidak perlu menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan
hakim berhubung karena dia diberikan pelepasan bersyarat. Sesi
dengan pasal 15 terhadap narapidana dieh diberikan pelepasa
bersyarat (pelaksanaan pidana dihentikan)jika dia telah menjalani
pidana dua pertiga dari lamanya pidana yag dijatuhkan dengan syarat-

syaat tertentu (syarat umum maupun syarat khusus).

Begitu juga, mengenai yang ketiga, bisjadi terpidana tidak perlu
menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, oleh kar@a hakim

menjatuhkan pidana dengan meetapkan bersyarat (pasal 14a KUHP)
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atau oleh karena diberi pengampuwan (grasi) oleh Kepala Negara.
Sedangkan mengenai yang keempat, ialah khsus terhadap pidana yang
tidak dapat dijalankan berhubung oleh sesatu sebab yag tidak dapat

dihindari, misalnya pada hari jatuhnya vonis, narapdana melarikan diri.

Dalam hal yang terakhir ini (telah berkaitan dengan syarat kedua
mengenai lamanya tenggang daluwarsa pegulangan), maka tenggang
daluwarsa pengulangamya ialah dihitung bukan pada saat ia menjalani
pidana (karena pidana tidak dapat dijalankan), berhubung lamanya
tenggang daluwarsa pengulangannya dihitmg berdasarkan lamanya
kewenangan negara dalam menmalankan pidana mengenai tindak
kejahatan yang bersangkutan, dan bukan 5 (lina) tahun sejak menjalani
pidana, maka penghitungainya adalah dinmulai sejak keesokan harbya
setelah putusa hakim dapat dijalankan (Pasal 85 ayat 1 KUHP).
Lamanya tenggag waktu pengulangan adalah berdasdran lama
ancaman pidana yang ditentukan pada kejahatan yang masik dalam

pengulangan tersebut.

Sebagaimana ketentuan pasal 84 KUHP tenta tenggang wakt
hapusnya kewenagan negara dalam mejalankan pidana ada 5 (lima)

kategori, ialah:

1) mexgenai semua pelangga lamaya ialah sesdah dua tahn;
2) mengenai kejahatayang dilakukan degan saana pecetakan lamanya

ialah sesudah 5 (lima) tahun;
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3) mengenai kgahatan lainnya (sea dengan daluwarsa bagi hagnya
kewenangan penuntutardpna) ada 3 kategoialah:

a. mengenai kejahatayang diancam dengan pidana denda, pidana
kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tigdjun, ialah
sesudah 8 (delapatghun (6 tahun ditambah sepertigaya);

b. mengenai kejahatan yang diamcfengan pidana peng lebih dari 3
(tiga) tahun, ialah sedah 16 (enam belas) tahun (12 tahun ditambah
sepertiganya);

c. mengenai kmhatan yang diancam demgaidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, ialah sesudah 24 (dua puhgag tahun (18
tahun diambah sepéganya).

Mengenai kapan mulai penghitungan tenggang waktu
ditentukan ialah sejak menjalani (jika narapidana menjalani pidana yang
dijatuhkan), jadi hitungan hari pertama ialah pada hai pertama ia
menjalani pidana. Jika pidana ditetapkan tidak perlu dialankan karena
pembeian grasi atau ditetapkan dengan bersyarat dalam vonis hakim,
maka dihitung sgak pidana yang dijatuhkan dengan penetapan tidak

perlu dijalankan atau sejak vonis yang demikiann kracht van gewijsde

Bila karena sesuatu sebab yay tidak dapat dihindari sehingga
pidana tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri,
sehihgga dihitung berdasarkan tenggang daluwarsa hak negara
menjalankan pidana, sebagaimana telah dijelaskan diatas, penghitunga

dimulai sgak keesokan harinya setelah vonis hakim dapat dalankan
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(Pasal 85 ayat 1 KUHP), ini artinya setelah vonistu mempunyai

kekuatan hukum tetap.

Sehubungan denga vonis yang berisi penjatuha pidana dengan
penetapan bahwa pelaksanaannya dipotong selama texklwa berada
dalam tahanan sementara, yang apabila masa tahanasementaranya itu
lebih lama atau sama dengan lamanya pidana penja atau kurungan
yang dijatuhkan, yang artinya praktis terpidana tidak diperlukan
eksexusi lagi, maka timbulnya petanyaan, ialah apakah dengan
demikian berlaku syarat bahwa terpidana "telah menjalani pidana

sebagian maupun seluruhnya" ?

Dalam hal ini tetap ada syaat pengulangan dan oleh karenanya
tetap bisa terjadi pengulangan dengan alasan bahwa peentuan dipotong
selama masa tahanan itu adalah dianggap sama dengadia telah
menjalani pidana (dalam tahanansementa a), dan tidak boleh dianggap
dia telah dibebaskan’® Berbeda denga yurisprudensi dari Rechtbank
Rotterdam vyang berpendapat dalam hal ni tidak ada syaat

pengulangan.

Dalam hal sjarat "telah menjaani pidana sebagian maupin
seluruhnya", yang artinya hakim harus terlebih dulu menjatuhkan
pidana, persoalan lan yang timbul ialah berhubungan dengan ketentuan

pasal 45 (tidak berlaku lagi) dau kini pasal 21 jo 31 dan 32 UU No. 3

®Jonkers, Handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafrecherj. Tim Penerjemah Bina
Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belanda", Jakarta PT Bina Aksara, 1987, him. 2005, him.
287.
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Tahun 1997, di mana hakim boleh tidak merjatuhkan pidana tetapi
men atuhkan tindakan (maatrege) terhadap anak yang belum berumur
16 tahun ketika ia melakukan tindak pidana pasal-pasal tertatu
misalnya 489, 490, 492 (mmurut pasal 45 KUHP); atau kini telah
berumur 8 tahun dan belum 18tahun atau belum kawin (UU No. 3
Tahun 1997), yag dinyatakan bersalah karena nnelakukan tindak
pidana dengan putusannya menjadi tetap. Oleh karena tindakan tidak
sama dengan pidana, yang jika dalam hal ini hakim renjatuhkan

tindakan, maka terhadap anak itu tidak ada syaat pengulangan.

Mengenai syarat kedua pengulangan, ialah melakukan kejahatan
pengulangar adalah dalam waktu belum lewat 5 (lna) tahun sejak
menjalani pidana seluuhnya aau sebagia, atau sejak pelaksanaa
pidana tersebut ditiadakan (baik karena diputus pidana deigan
bersyarat atau diberikan grasi). Lamanya 5 (lima) tahun ni adalah
prinsip umum dari lamanya tenggang waktu pengulangan. Sedagkan
untuk hal yang khusus yakni: dalam hal karena terpaksa pidana tak
dapat dijalankan, misalnya narapidana melaikan diri, tidak berlaku
tenggang waktu 5 tahun tersebut, melainkan waktunya meagikuti
tenggang daluwarsa bagi hak negaradalam melaksanakan pidana (pasal
84 KUHP), dan mengeai hal ini telah dibicarakan diatas. Karenanya

tidak perludiulang lagi disini.

Selain peigulangan pada keahatan-kgahatan tertentu yang

disebutkan pada pasal 486, 487 dan 488 KUHP yang telah jeliaskan
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diatas, Undang-undang juga meagenal bentuk-bentuk pengulangan yang
pada umumnya dengan syarat-syarat dan jumlah pemberatnya yeg
tidak sama dengan yang disebutkan dalam ketiga pasal itu, datersebar
dalam beberapa pasal, misalnya 216 ayat (3), 492&y(2), 495 ayat (2),
501 ayat (2), 512 ayat (3), 516 ayat (2). Syd yang tidak sama, ialah
jangka waktu tenggang daliwarsanya iebih pendek da 5 (lima) tahun,
dengan pembeatan yang lain dari ditambah dengan sepetiga, misalnya
dengan mengubahjenis pidananya dai denda menjadi kurungan atau
mengubah ancama pidana dengan pidana yang lebih berat yag sama

jenisnya.

Pengelompokan kejahatan di dalam pasal 486, 487, nl@88 KUHP
didasarkan pada kepentingan hukum (echtsbelangyy yang dilanggar, hal

ini tampak bahwa:

1) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 486 adalah
berupa keahatan-kgahatan terhadap dan mengeai harta benda

atau kebendaan;

2) kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 487 adalah
berupa kejahatan-kejahatan yang menye ang terhadap kepeitingan

hukum mengenai pi badi orang;

3) kelompok tindak pidana yang disebutlkan dalam pasal 488 KUHP
adalah beupa kejahatan yang menyerang kepeitingan hukum atas

nama baik dan harga diri orang;
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Selain dibedakan antara bentuk pegulangan umum dan
pengulangan khusus, dalam doktin hukum pidanajuga dikenal adanya
bentuk pengulangan kebetulan @ccideitally reddive) dan pengulangan
kebiasaan (habitual reddive). Pengulangan kebetula maksudnya
pembuat melakukan tindak pidana yang kedua kalinya itu disebabkan
oleh hal-hal yang lukan karena sifat atau perangainya yang buuk, akan
tetapi oleh sebab-sebab lai yang memalg dia tidak mampu
mengatasiya, misalnya karena akibat dari kehilangan pekerjaan dai
sebab masuk Lembaga Pemasyakatan (LP) karena mencuri ualg
majikannya, setelah ké&iar LP dia mencuri sepotang roti karena
kelaparan, dalam hal sepgi ini sepautnya tidak dijadikan alasan
pemberat pidana. Berbeda denga pengulangan karena kebiasaan, yag
menunjukkan perangai yang bunik. Tidak jarang narapidana yang
setelah keluar LP tidak inenadikan perangai yang lebih baik, justru
pengaruh pergaulan di dalan LP menambah sifat buruknya, kemudian
melakukan kegahatan lagi, dan disini memang wgar pidananya
diperberat. Namun KUHP tidak membedakan atara dua jenis

pengulangan yang dibicar akan terakhir i ni.

. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Penambahari/3 Hukuman

karena Pengulangan Tindak Kejahatan dalam Pasal 48RUHP
Pengertian pengulangan dalam istilah hukum positif adalah

dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang, setelaha melakukan

jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir Perkataan
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pengulangan mengandung arti terjadinya suatu jarimd beberapa kali
dari satu orang yang dalam jarimah sebelumnya telahmendapat

keputusan terakhir.

Pengulangan berbeda dengan gabungan jarimah. Dalam
gabungan jarimah, pelaku melakukan suatu jarimah uriuk kedua atau
ketiga kalinya, namun dalam jarimah yang sebelumnyayang pertama)
ia belum mendapat keputusan terakhir. Adapun dalampengulangan,
seperti telah dikemukakan di atas adalah pelaku kéta melakukan
jarimah yang kedua atau ketiga itu sudah mendapat &putusan terakhir

dalam jarimah yang sebelumnya (yang pertama).

Pengulangan jarimah oleh seseorang, setelah dalamrijmah yang
sebelumnya mendapat hukuman melalui keputusan terdkr,
menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukman yang
pertama. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila timbul
kecenderungan  untuk  memperberat hukuman-hukuman ata
pengulangan jarimah. Kecenderungan ini pada masa-nsa yang lalu,
ditentang oleh beberapa sarjana hukum positif. Akantetapi, pada masa
sekarang tidak ada orang yang berkeberatan untuk mmperberat

hukuman tersebut.

Mengenai syarat-syarat yang memungkinkan adanya peyulangan
jarimah, masih diperselisinkan oleh para sarjana hikum positif. Menurut
sebagian dari mereka, jarimah yang kedua harus sefgs atau sama

dengan jarimah yang pertama. Menurut sebagian yandain kesamaan
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atau kesejenisan jarimah kedua tidak disyaratkan. [@mikian pula
mengenai masa pengulangan, masih belum disepakatidda yang
mengatakan pengulangan bisa terjadi sepanjang masagbagaimana juga
panjangnya selang waktu antara jarimah yang pertamadengan jarimah
yang kedua. Para sarjana lainnya mengatakan bahwa n@ara kedua
jarimah tersebut ada selang waktu tertentu. Apabila selang waktu
tersebut telah dilampaui, jarimah yang terjadi dianggap sebagai

pengulangan.

Hukum pidana Mesir, menggunakan sepenuhnya syaratysrat
tersebut. Dalam Pasal 49 KUHP Mesir, sebagaimana klitip oleh A.
Hanafi,”” disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulang jarinhaadalah

orang-orang sebagai berikut.

1. Orang yang telah dijatuhi hukuman jarimah jinayah, kemudian ia
melakukan jinayah atau janhah.

2. Orang yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan
ternyata ia melakukan suatujarimah, sebelum lewat lima tahun dari
masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hpusnya
hukuman karena kedaluarsa.

3. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayah atau janhah dengan
hukuman penjara kurang dari satu tahun, atau denganhukuman
denda, dan ternyata ia melakukanjanhah yang sama dengan jarimah

yang pertama sebelum lewat lima tahun dari masa dituhkannya

""A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islamdakarta: PT Bulan Bintang, 1986, him 324-327.
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hukuman tersebut. Mencuri, penipuan, dan penggelapa barang
dianggapjanhah-janhahyang sama.

Mengenai penambahan hukuman karena pengulangan, tak ada
keseragaman bagi semuajarimah. Hukum pidana Indonesia tidak
mengenal aturan umum tentang pengulangan kejahatan.Beberapa
ketentuan yang berkaitan dengan pengulangan diatudalam Pasal 486,
487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yangberisi

penyebutan beberapa macam kejahatan yang menimbulka

pengulangan.

Adapun syarat yang diperlukan untuk terwujudnya pengulangan

tersebut adalah sebagai berikut.

3. Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagia hukuman
penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukumairitu. Kurungan
preventif, tetap dapat menimbulkan pengulangan kejaatan. Begitu
pula apabila terhukum tidak menjalani hukuman dan tidak pula
dibebaskan, asal hak untuk melaksanakan hukuman bem habis.

4. Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun.

Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan, sebagaimam
disebutkan dalam Pasal 486 KUHP adalah hukuman yanglitetapkan
untuk tindak pidana yang bersangkutan, ditambah seprtiganya, baik

hukuman penjara maupun denda.

Dalam hukum pidana Islam, pengulanganjarimah sudah dikenal

bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuam terhadap

XCiil



pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis, yaituapabila terjadi
pencurian yang kelima kalinya. Lengkapnya hadis tesebut adalah

sebagai berikut.
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin
Abdullah bin Ubaid bin 'Aqgil dari Mus'ab bin Tsabit
dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin
Abdullah, ia berkata: Seorang pencuri telah dibawake

hadapan Rasulullah saw. maka Rasulullah Saw

®Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Azdi iistani, hadis No. 1120 dalam
CD programMausu'ah Hadis al-Syarifl991-1997, VCR I, Global Islamic Software Comypan
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bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya
Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan:
Potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian
ia dibawa lagi untuk kedua Kkalinya, lalu Nabi
mengatakan: Bunuhlah ia. Kemudian disebutkan sepert
tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya maka Nabi

menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi
untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti
tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu

Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. (HR. Abu Daud).

Q 2

“Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, lsabio. 1140 dalam CD program
Mausu'ah Hadis al-Syarifl991-1997, VCR I, Global Islamic Software Compan
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Artinya:  Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin
Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-
Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu
Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: jka
dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jila
dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah
kakinya; Kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga
kali), maka potonglah tangan kirinya, kemudian jika dia
mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah ki

kirinya (HR. at-Tirmizi).

Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudah ifelaskan
dalam hadis di atas, namun tidak ada keterangan yan menjelaskan
tentang persyaratan dan lain-lainnya. Demikian jugapara fugaha tidak
membahas mengenai persyaratan ini. Mereka mungkin enganggap hal
itu sebagai siyasah syar'iyahatau kebijakan penguasa yang rinciannya

harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara ati ulil amri.*°

Menurut pendapat penulis, bahwa dalam hukum Islam khwa
hukuman terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengdgangan
tindak kejahatan (recidive dalam hukum positif kurang membuat efek

jera terhadap pelaku. Lain halnya dengan hukuman I&am yang lebih

8Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figih Jinayaiakarta:
Sinar Grafika, 2004, him.165.
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memiliki daya efektivitas untuk menumbuhkan efek jea bagi pelaku
pengulangan tindak kejahatan. Dengan demikian penabahan 1/3
hukuman tidak sesuai dengan hukum Islam karena dala hukum Islam
bahwa terhadap pelaku pengulangan tindak kejahatardiberi hukuman
yang lebih berat dibandingkan hukum positif. Hal ini dapat dilihat dari

hadis sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Hadis di atas menjelaskan tentang hukuman bagi redivis atau
pelaku pengulangan kejahatan dalam tindak pidana pecurian. Namun
apabila diperhatikan, dalam hadis tersebut tidak aé& pemberatan atau
penambahan hukuman, melainkan hanya menjelaskan umannya saja

sejak pencurian yang pertama sampai yang keempat.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diakdsimpulan

sebagai berikut:

1. Latar belakang pembentuk KUHP memberi penambaha@nhikuman
karena pengulangan tindak kejahategciflive dalam Pasal 486 KUHP
lalah karena yang mengulangi lagi tindak pidana anakang yang
demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak&tipang buruk dan
oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar rhagyarakat.
Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidar@anun tidak
menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya danldainke jalan yang
benar. Oleh karena itu, undang-undang memberiklonggaran kepada
hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih beratadlapya. Dengan
melakukan tndak pidana kedua kalya, dinilai bahwa yang bsangkutan
tidak mengindalkan peringata negara tersebut, menjukkan bahwa
orang itu benar-benar mempuyai perangai yag sangat bk, yang tidak
cukup peringatadengan mempida sebagaima yang diancakan pada
tindak pidana yang bersangkutan. Dengan demikian rakasar

pemberatan pidaa pada pegulangan ni ialah terletak pada 3 (tiga)
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faktor, ialah: a. Faktor lebih dari satu kali melkéin tindak pidaa; b.
Faktor telah dijathkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena
tindak pidaa yang pertamadan c. Pidana itu telah dijalankannya pada
yangbersangkuta.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap penambahan 1/3 lamkuw@rena
pengulangan tindak kejahatare¢idive sebagai berikut: dalam hukum
pidana Islam, pengulanggarimah sudah dikenal bahkan sejak zaman
Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman terhadap pewguiaini dapat
ditemukan dalam hadis;pertama hadis yang diriwayatkan dari
Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin ‘Aqil dari Mak'bin Tsabit dari
Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullaladrs riwayat Imam
Abu Daud.Keduga hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Sulaimani d
Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy darivida bin Husain
dari Ikrimah dari Abu Hurairah, hadis riwayat ImataTirmizi.

Menurut pendapat penulis, bahwa dalam hukum Islahwh
hukuman terhadap penambahan 1/3 hukuman karenalpeggn tindak
kejahatan recidive dalam hukum positif kurang membuat efek jera
terhadap pelaku. Lain halnya dengan hukuman Islkang yebih memiliki
daya efektivitas untuk menumbuhkan efek jera batpku pengulangan

tindak kejahatan.

B. Saran-Saran
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Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datataybaiknya
pembentuk undang-undang meninjau kembali aturam keétentuan KUHP

tentang masalatecidive

. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SM&E rahmat
dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat daleentuk skripsi. Penulis
menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalaharkelkurangan baik dalam
paparan maupun metodologinya. Karenanya dengaraisamgnyadari, tiada
gading yang tak retak, maka kritik dan saran membandari pembaca

menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.
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